BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

SERAMBI NUSANTARA KORIDOR MARIDAN - RIKO - SEPAN - SOTEK

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai
sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara
bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan
berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas
ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi
terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai
dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan
nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan
kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi
masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 10
Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Serambi
Nusantara Koridor Maridan — Riko — Sepan - Sotek;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
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9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 326);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan  Pengendalian = Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Utara Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

SERAMBI NUSANTARA KORIDOR MARIDAN - RIKO - SEPAN -
SOTEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh
Camat.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam
wilayah kerja kecamatan.
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. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16,

17.

18.

19.

20.

21.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang
untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan
Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
Tata Ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi
dengan PZ kabupaten.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang perlu disusun
Rencana Detail Tata Ruangnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari
WP yang dibatasi oleh batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan
fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi,
saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang
sejenis sesuai dengan rencana kota.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber
daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.



23,

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

31.
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Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik
yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial
budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokuman yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung
terhadap luas lahan perpetakan.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan
Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan terhadap luas
lahan perpetakan.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non
pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tujuan penataan WP;

b. rencana Struktur Ruang;

c. rencana Pola Ruang;



d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan

f. kelembagaan.

(1)

(4)

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

Delineasi WP Serambi Nusantara Koridor Maridan - Riko - Sepan - Sotek
ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek fungsional dan administrasi
dengan luas 8.882,93 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua koma
sembilan tiga) hektare.

Batas WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maridan, Kelurahan Riko,
Kelurahan Sepan, dan Kelurahan Buluminung;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Buluminung dan Kelurahan
Sotek; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Riko dan Kelurahan Sotek.
Delineasi WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

e. sebagian Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku;

f. sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku;

g. sebagian Desa Binuang di Kecamatan Sepaku;

h. sebagian Kelurahan Riko di Kecamatan Penajam;

i. sebagian Kelurahan Sepan di Kecamatan Penajam;

j. sebagian Kelurahan Sotek di Kecamatan Penajam; dan

k. sebagian Kelurahan Buluminung di Kecamatan Penajam.

WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri
atas:

a. SWP IV.A mencakup sebagian Kelurahan Sepan, sebagian Kelurahan Sotek,
dan sebagian Keluarahan Buluminung terdiri atas Blok IV.A.1, Blok IV.A.2,
Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan

b. b.SWP IV.B mencakup sebagian Kelurahan Riko, sebagian Kelurahan
Pemaluan, sebagian Desa Binuang, dan sebagian Kelurahan Maridan,
terdiri atas Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

Delineasi WP Serambi Nusantara Koridor Maridan - Riko - Sepan - Sotek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Delineasi
Wilayah Perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Serambi Nusantara Koridor Maridan — Riko

- Sepan - Sotek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta
Pembagian SWP dan Blok dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Serambi Nusantara Koridor Maridan — Riko — Sepan —
Sotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Ruang
Serambi Nusantara Koridor Maridan - Riko — Sepan - Sotek sebagai kota satelit
dan pusat perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

(1)

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
b. pusat pelayanan lingkungan.

Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.



(3)

(1)
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Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. pusat lingkungan kecamatan; dan
b. pusat lingkungan kelurahan/desa.

Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
b. SWP IV.A pada Blok IV.A.3.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu
banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b meliputi:

a. jalan umum;

b. jalan tol,

c. terminal penumpang;

d. jembatan;

e. jaringan jalur kereta api antarkota;

f. jaringan jalur kereta api khusus; dan
g. stasiun kereta api.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum
Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;
c. jalan lokal primer; dan

d. jalan lingkungan primer.



(1)

(2)

(2)
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Paragraf 6
Jaringan Jalur Kereta Api Khusus
Pasal 13

Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf f berupa jaringan jalur kereta api batu bara.

Jaringan jalur kereta api batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melintas di SWP IV.B.

Paragraf 7
Stasiun Kereta Api
Pasal 14

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g
berupa stasiun penumpang besar.

Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Stasiun
Riko di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum
Pasal 15
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
meliputi:
a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana jaringan persampahan;
f. rencana jaringan drainase; dan
g. rencana jaringan prasarana lainnya.

(1)

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
meliputi:
a. jaringan distribusi tenaga listrik, dan
b. gardu listrik.
Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.



(3)

(4)

(1)

(2)

(5)

(1)

(2)
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Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. gardu hubung terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
b. gardu distribusi terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam Peta Rencana Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu lima ribu) tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 17

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf b meliputi:

a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan
serat optik.

Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. jalur sistem komunikasi serat optik (SKSO) P18 Penajam Paser Utara —
Petung melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan

b. jaringan serat optik melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
menara base transceiver station (BTS) terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima
ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 18

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf ¢ meliputi bangunan sumber daya air.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
bendungan meliputi:

a. embung Sotek terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
b. embung Riko terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.



=12 =

(3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2)

(1)

(2)

digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima
ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 19

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d
berupa jaringan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. unit air baku, meliputi:
1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
2. Jaringan transmisi air baku melintas di SWP [V.A dan SWP IV.B.
b. unit produksi berupa instalasi produksi, terdiri atas:

1. instalasi pengolahan air minum (IPAM) Sotek di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3; dan

2. instalasi produksi di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP IV.A
dan SWP IV.B.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima
ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 20

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
e berupa tempat penampungan sementara (TPS).

(Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4.; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima
ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 21

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f
meliputi:

a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
melintas di SWP IV.A dan SWP [V.B.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 22

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf g meliputi:

a. jalur evakuasi bencana; dan

b. tempat evakuasi.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ruas jalan Petung — SP.3 Riko melintas di SWP IV.A;
ruas jalan SP.3 Riko — SP.3 ITCI melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;

o

c. ruas jalan Outer Ringroad IKN — Bts. Kalteng melintas di SWP IV.A;
d. ruas jalan Sotek - Bongan melintas di SWP IV.A;

e. ruas jalan Riko - Maridan melintas di SWP IV.B;

f. jalan lokal primer melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan

g. jalan lingkungan primer melintas di SWP IV.A.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat

evakuasi akhir meliputi:
a. lapangan dan gedung SMAN 6 PPU terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3

b. gedung dan halaman kantor Kelurahan Sepan terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.2;
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c. lapangan dan gedung SMPN 14 PPU terdapat di SWP IV.B pada Blok
IV.B.1; dan

d. lapangan dan gedung kawasan kantor pemerintahan di SWP IV.B pada
Blok IV.B.3.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima
ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan

Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 25

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf a dengan luas 86,15 (delapan puluh enam koma satu lima)
hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
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(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(4)

(1)

pada ayat (1) dengan luas 86,15 (delapan puluh enam koma satu lima) hektare
terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 26

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b dengan luas 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh)
hektare meliputi:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas 43,74 (empat puluh tiga koma tujuh empat) hektare
terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare terdapat
di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 3
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 27

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf c dengan luas 155,32 (seratus lima puluh lima koma tiga dua)
hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 155,32 (seratus lima puluh lima koma tiga dua) hektare

terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
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Paragraf 4
Zona Badan Air
Pasal 28

(3) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
d dengan luas 58,10 (lima puluh delapan koma satu) hektare berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA.

(4) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 58,10 (lima puluh delapan koma satu) hektare terdapat di

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri
atas:

a. Zona pertanian dengan kode P;

b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
c. Zona perumahan dengan kode R;

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

f. Zona perkantoran dengan kode KT;

g. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan

h. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian
Pasal 30

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a
dengan luas 4.814,65 (empat ribu delapan ratus empat belas koma enam lima)
hektare meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan luas 34,42 (tiga puluh empat koma empat dua) hektare

terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
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(3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

huruf b dengan luas 4.780,23 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma
dua tiga) hektare terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

Paragraf 2
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 31

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 65,60 (enam puluh lima koma enam)
hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 65,60 (enam puluh lima koma enam)
hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Paragraf 3
Zona Perumahan
Pasal 32

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
¢ dengan luas 3.040,62 (tiga ribu empat puluh koma enam dua) hektare
meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 132,31 (seratus tiga puluh dua
koma tiga satu) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3,
dan Blok IV.A.4.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 641,06 (enam ratus empat puluh
satu koma nol enam) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 2.267,25 (dua ribu dua ratus
enam puluh tujuh koma dua lima) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
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Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 33

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 69,48 (enam puluh sembilan koma empat
delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 60,34 (enam puluh koma tiga empat) hektare
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ dengan luas 7,56 (tujuh koma lima enam) hektare
terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 5
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 34

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf e dengan luas 419,98 (empat ratus sembilan belas koma
sembilan delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 86,78 (delapan puluh enam koma
tujuh delapan) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 165,15 (seratus enam puluh lima
koma satu lima) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
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(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana

(1)

(1)

(2)

(1)

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 168,05 (seratus enam puluh
delapan koma nol lima) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 6
Zona Perkantoran
Pasal 35

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf f dengan luas 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) hektare berupa
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok [V.A .4
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 36

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf g dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona
instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,21 (nol koma dua satu)
hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 8
Zona Badan Jalan
Pasal 37

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf h dengan luas 103,74 (seratus tiga koma tujuh empat) hektare berupa
Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 103,74 (seratus tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana
Pola Ruang sesuai dengan RDTR Serambi Nusantara Koridor Maridan — Riko —
Sepan — Sotek.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. pelaksanaan KKKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan KKKPR
Pasal 39

Pelaksanaan KKKPR di WP Serambi Nusantara Koridor Maridan — Riko — Sepan
— Sotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam
pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 40

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) huruf b meliputi:

a. program perwujudan;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau
Blok.
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(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
d

. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. kementerian/lembaga;
b. organisasi perangkat daerah provinsi;
c. organisasi perangkat Daerah;
d. swasta/Masyarakat; dan
e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri atas:

a. tahap I pada periode 2025-2029;

b. tahap Il pada periode 2030-2034;

c. tahap III pada periode 2035-2039; dan
d. tahap IV pada periode 2040-2044.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PZ
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

PZ sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum
Pasal 42
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
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ketentuan tata bangunan;
ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 43

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 huruf a terdiri atas:

a. Kklasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang
sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas
dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional dibatasi hanya sampai
pukul 17.00 - 22.00;

b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas kegiatan di dalam kaveling/persil
(kegiatan aksesoris) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari luas
bangunan;

c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis
berdasarkan jarak dan skala pelayanan;

d. klasifikasi T4 yaitu ketentuan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang:

1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan
dan jasa dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling
tinggi 1 (satu), dan KDH paling rendah 20% (dua puluh persen); dan

2. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan
prasarana umum dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen),
KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan KDH paling tinggi 20% (dua
puluh persen).

e. klasifikasi T5 yaitu pembatasan kegiatan untuk kegiatan industri kecil dan
mikro;
f. klasifikasi T6 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk rumah susun;

g. klasifikasi T7 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk rumah susun
khusus dan rumah susun negara;
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klasifikasi T8 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;

klasifikasi T9 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk rumah tunggal,;

klasifikasi T10 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal
skala pelayanan lingkungan;

klasifikasi T11 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal
skala pelayanan SWP/Kecamatan; dan

klasifikasi T12 yaitu pembatasan kegiatan hanya pada bahu jalan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan
klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan
tertentu sebagai berikut:

a.

klasifikasi B1 yaitu kegiatan dengan syarat penyediaan prasarana dan
sarana umum sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, taman/RTH,
memperlebar pedestrian);

klasifikasi B2 yaitu kegiatan dengan syarat mengikuti ketentuan
pelaksanaan batching plant sebagai berikut:

1. berada pada Jalan arteri primer;

2. lokasi tidak berdekatan dengan pemukiman warga dengan radius 100
(seratus) meter;

3. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara dengan
menyediakan pagar pembatas atau pohon pelindung di sekeliling area
Batching Plant, dan menggunakan sistem tertutup;

4. melakukan pengendalian tingkat kebisingan;

5. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan dengan
menyediakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan membatasi
penggunaan air tanah;

6. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS untuk
limbah domestik;

7. melakukan pengendalian limbah B3; dan

8. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas dengan menyediakan area
bongkar muat dan memasang rambu lalu lintas pada area sekitar
Batching Plant.

klasifikasi B3 yaitu kegiatan dengan syarat wajib memiliki akses jalan
dengan lebar minimal 7 (tujuh) meter.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan
klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan
dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan
lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar
bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6)

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a.

Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.
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(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a.

b.

Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS;

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem
mangrove dengan kode EM; dan

Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode
BA.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

)

a.

h.

Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode
P-3;

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona
kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan
kode KT;

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi
pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan

Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan
kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ruas jalan Petung — SP. 3 Riko melintas di SWP IV.A;
b. ruas jalan SP. 3 Riko — SP.3 ITCI melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
c. ruas jalan SP. 3 Riko - Pulau Balang melintas di SWP IV.B.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ruas jalan Outer Ringroad IKN — Bts. Kalteng melintasi di SWP IV.A dan SWP
IV.B;

b. ruas jalan Sotek — Bongan melintas di SWP IV.A; dan
c. ruas jalan Riko — Maridan melintas di SWP IV.B.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ melintas di
SWP IV.A dan SWP IV.B.

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.

Paragraf 2
Jalan Tol
Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jalan tol
Bandara VVIP — KIPP IKN (IKN 2) melintas di SWP IV.B.

Paragraf 3
Terminal Penumpang
Pasal 10

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢
berupa terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

Paragraf 4
Jembatan
Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP
IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Pasal 12
Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf e meliputi:

a. jaringan jalur kereta api antarkota Trans Kalimantan (Kalim_antan Selatan)
Tanjung — Penajam Paser Utara — Batas Balikpapan melintas di SWP IV.A dan

SWP IV.B; dan
b. jaringan jalur kereta api antarkota Kereta Api Perkotaan IKN melintas di SWP
IV.B.
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Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 44

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf b meliputi:

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum,;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimum;

d. luas kaveling minimum; dan

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 45

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c
meliputi:

a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

b. jarak bebas antar bangunan minimum; dan

c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 46

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang
harus ada pada setiap Zona.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka
menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan
sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 6
Ketentuan Khusus
Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;

b. kawasan rawan bencana;

c. kawasan sempadan; dan

d. tempat evakuasi bencana.

Pasal 48

(I) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 47 huruf a meliputi area pengendalian Pemanfaatan
Ruang kawasan di sekitar bandar udara pada:

a.
b.

C.

kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan

kawasan di bawah permukaan kerucut.

(2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.

b.

Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1,
Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.4;

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.4;

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A 4,

Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A .4,

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.3;
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1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;

m. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;

n. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;

0. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;

p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;

q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di
SWP IV.A pada Blok IV.A.4;

r. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan

s. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat
di Blok IV.A.3.

(3) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
b. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

c. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok
IV.B.1 dan Blok IV.B.3;

d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1;

e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP IV.B pada Blok
IV.B.1 dan Blok IV.B.3;

f. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
g. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
2. SWPIV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
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i. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
J. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;

l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
n. Sub-Zona SPU skala kota SPU-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
0. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

s. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

t. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat
di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

(4) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:

a. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

b. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.B
pada Blok IV.B.3;
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Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3.

Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:

1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan

2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1; dan

2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP
IV.B pada Blok IV.B.3.

(5) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kawasan keselamatan operasi penerbangan;

kegiatan mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta
menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan
operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian sebagai berikut:

1. pendirian bangunan baru pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas
landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan
1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung
permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;

2. batas ketinggian bangunan kawasan di bawah permukaan horizontal luar
tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas
pacu terendah; dan

3. batas ketinggian bangunan kawasan di bawah permukaan kerucut tidak
melebihi kemiringan 5% (lima persen) ke atas dan keluar, dimulai dari
tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam serta tidak
melebihi ketinggian antara 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan
145 (seratus empat puluh lima) meter sesuai klasifikasi landas pacu.

penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan
sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu lain;

3. tidak menyebabkan  kesilavan pada mata penerbang yang
mempergunakan bandar udara;

4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
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5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

d. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara

maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada
secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah,
jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau
obstacle saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur kawasan
keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan

e. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di kawasan

keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasangi lampu.

Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana
Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

b. Sub Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok
IV.B.3.

c. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terletak di SWP
IV.A pada Blok IV.A.1.

f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terletak di SWP
IV.A pada Blok IV.A 4.

g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terletak di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
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(3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud

(4)

(1)

(2)

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. menerapkan sistem dan teknologi yang handal terhadap banjir pada lahan
dan bangunan;

b. pelarangan penggunaan air tanah;

c. pelarangan peninggian pekarangan dan pengurukan pekarangan ketinggian
badan jalan;

d. penggunaan bahan penutup lahan yang menyerap air;

e. pembuatan sumur resapan dan sejenisnya dengan kapasitas volume
berdasarkan luas tutupan lahan;

f. menerapkan wupaya mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural
terhadap ancaman bencana banjir; dan

g. menerapkan prinsip zero delta Q atau zero run off.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Rawan Bencana dengan tingkat Kketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran
XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
huruf ¢ meliputi:

a. kawasan sempadan sungai; dan
b. kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3
b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
2. SWPIV.B pada Blok IV.B.1

c. Sub Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.4;

d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan

e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
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(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

(4)

a.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.3;

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah denegan kode R-4 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di
SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) a meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas adalah hunian, fasilitas umum
dan fasilitas sosial, pariwisata, perdagangan dan jasa, transportasi,
pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, dan jaringan
infrastruktur penting;

bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan publik
seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelabuhan atau
dermaga, tempat tinggal masyarakat lokal atau adat yang sudah turun
temurun, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan
ketenagalistrikan;

bangunan permanen selain yang disebutkan pada huruf b dan sudah ada
sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diperbolehkan tetap ada dan
tidak diperbolehkan mengubah, menambah ataupun memperbaiki
bangunan;

. bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan

rekreasi seperti ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami untuk
pengamanan sungai, pendidikan/penelitian, kepentingan adat serta
kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;

ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan sejenisnya;
bangunan tidak berpondasi beton kecuali tanggul sungai;
bangunan bersifat knockdown setiap saat dapat dibongkar/dipasang;

bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan

M g g N

fasilitas penunjang umum seperti toilet umum, tempat ibadah, terbuat
dari bahan kayu dan bersifat portabel.

pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran ke badan air,
mengganggu fungsi sungai, serta mengakibatkan erosi tebing sungai;

pelarangan pembuangan sampah ke badan air;
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. pelarangan pembuangan air limbah domestik langsung ke badan sungai;

pengawasan air limbah yang masuk ke badan sungai;

penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau,
penyediaan akses jalan, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan
akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

6)

a.

kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas adalah hunian, fasilitas umum
dan fasilitas sosial, pariwisata, transportasi, pertahanan dan keamanan,
pertanian, perikanan, dan jaringan infrastruktur penting;

bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan publik
seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelabuhan atau
dermaga, tempat tinggal masyarakat lokal atau adat yang sudah turun
temurun, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan
ketenagalistrikan;

bangunan permanen selain yang disebutkan pada huruf b dan sudah ada
sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diperbolehkan tetap ada dan
tidak diperbolehkan mengubah, menambah ataupun memperbaiki
bangunan;

bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan
rekreasi seperti ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami untuk
pengamanan sungai, pendidikan/penelitian, kepentingan adat serta
kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;

ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan sejenisnya;
bangunan tidak berpondasi beton kecuali tanggul;
bangunan bersifat knockdown setiap saat dapat dibongkar/dipasang;

bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan
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fasilitas penunjang umum seperti toilet umum, tempat ibadah, terbuat
dari bahan kayu dan bersifat portabel.

pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran ke badan air,
mengganggu fungsi badan air, serta mengakibatkan erosi tebing badan air;

pelarangan pembuangan sampah ke badan air;
pelarangan pembuangan air limbah domestik langsung ke badan air;

penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau,
penyediaan akses jalan, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan
akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 51

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf d berupa tempat evakuasi akhir.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3;

b. Sub--Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 di SWP IV.B pada Blok
IV.B.1; dan

c. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT yang terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok I[V.A.2; dan
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut:

a. memiliki akses jalan dari lokasi rawan bencana ke tempat evakuasi sebagai
jalur evakuasi bencana,;

b. memiliki bangunan untuk ruang evakuasi dengan luas bangunan sesuai
standar kebutuhan ruang per orang;

c. apabila bangunan untuk ruang evakuasi yang tersedia tidak mencukupi,
maka perlu memiliki ruang terbuka yang dapat digunakan untuk
mendirikan tenda darurat;

d. dilengkapi fasilitas air bersih, mandi cuci kakus, listrik dan penerangan,
serta tempat penampungan sampah sementara yang mencukupi,

e. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan

ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio
komunikasi, telepon, dan/atau satelit).

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat
Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran
XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f
meliputi:

a. variansi pemanfaatan ruang;
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. persil/kaveling yang berada pada lebih dari satu Sub-Zona; dan

b. persil/kaveling terkena jaringan Jalan dan/atau saluran
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Variansi Pemanfaatan Ruang pada persil/kaveling yang berada pada lebih dari
satu Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku
ketentuan:

a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengikuti
Sub-Zona dengan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata
bangunan tertinggi;

b. KDB, KLB, dan KTB dihitung secara proporsional; dan

c. KDH sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang pada sub-zona dengan
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tertinggi.

(4) Variansi Pemanfaatan Ruang pada persil/kaveling terkena jaringan Jalan

(5)

(6)

(7)

(8)

dan/atau saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku
ketentuan:

a. perhitungan Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas keseluruhan
persil/kaveling tanpa dikurangi luas jaringan jalan dan/atau saluran dan
tanpa memperhitungkan proporsi Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Sub-
Zona badan air dengan kode dan/atau Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;

b. jaringan jalan dapat direposisi sesuai konsep penataan persil/kaveling
dengan tidak mengurangi keterhubungan antar-jaringan Jalan di sekitar
persil/kaveling dan tetap diakses oleh public;

c. saluran dapat direposisi dan disesuaikan dengan konsep penataan
persil/kaveling tanpa mengurangi fungsi utama saluran dan keterhubungan
antarsaluran, kali atau Sungai; dan

d. memberikan akses untuk pemeliharaan dan inspeksi saluran pada
persil/kaveling.

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu
didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal
berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) memuat perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka
mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan
kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan
RDTR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan
disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan
ruang yang izinnya diterbitkan sebelumnya penetapan RDTR dan dapat
dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. penggunaan lahan, bangunan atau struktur yang telah ada dan
memperoleh izin pemanfaatan ruang atau KKPR pada waktu peraturan
bupati ini ditetapkan dan tidak sesuai dengan PZ masih diperbolehkan
dipertahankan sepanjang tidak merubah dan/atau menambah ke
penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan PZ.

b. dilarang melakukan perubahan dan/atau memperluas bangunan/struktur
kecuali atas perintah Bupati dengan alasan keselamatan dan kesehatan.

c. setelah masa berlaku izin pemanfaatan ruang atau KKPR sebagaimana
dimaksud pada huruf a berakhir, maka dilakukan penyesuaian penggunaan
lahan sesuai PZ yang berlaku paling lambat 5 (lima) tahun setelah masa
berlaku izin pemanfaatan ruang atau KKPR berakhir.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 53

Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif serta
menjalankan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di
Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk
memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

a. perangkat daerah;

b. instansi vertikal bidang pertanahan;
c. asosiasi profesi;

d. asosiasi akademisi; dan

e. tokoh Masyarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum
Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

Jangka waktu RDTR Serambi Nusantara Koridor Maridan - Riko — Sepan -
Sotek adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam periode S (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR
Serambi Nusantara Koridor Maridan — Riko — Sepan - Sotek dapat dilakukan
lebih dari 1 (satu) kali dalam periode S (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan
Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan
perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR
berlaku ketentuan:

a.

b.

Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai
dengan masa berlakunya;

Pemanfaatan Ruang di Serambi Nusantara Koridor Maridan — Riko — Sepan -
Sotek yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan

diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11.

N
ARIAT DAERAH
RENAJAM PASER UTARA
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PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN

LAMPIRAN I
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PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN - RIKO - SEPAN - SOTEK

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan
Perkotaan

1.1 Penyediaan prasarana dan sarana SWPIV.A APBN Kementerian Dinas Badan e Swasta
pelayanan pemerintahan Blok IV.A.4 APBD Pekerjaan Pekerjaan Perencanaan
Prov Umum Umum Penelitian dan
SWPIV.B APBD Kementerian Penataan Pengembangan
Blok IV.B.1 Kab Perumahan Ruang dan Dinas
Sumber dan Kawasan Perumahan Pekerjaan
Pembiay Permukiman Rakyat Umum dan
aan Lain Kementerian Dinas Penataan
yang Pendidikan Pendidikan Ruang
sah Dasar dan dan Dinas
Menengah Kebudayaan Perumahan
Kementerian Dinas Kawasan
Pendidikan Kesehatan Permukiman
Tinggi, Sains, dan
dan Pertanahan
Teknologi Dinas
Kementerian Pendidikan
Kesehatan Pemuda dan
Kementerian Olahraga
Agama Dinas
Kesehatan
1.2 Pembangunan / pemeliharaan fasilitas | SWPIV.A APBD Badan ¢ Swasta
perdagangan dan jasa skala Kota Blok IV.A.4 Kab Perencanaan
Sumber Penelitian dan
SWPIV.B Pembiay Pengembangan
Blok IV.B.1 aan Lain Dinas
yang Pekerjaan
sah Umum dan
Penataan
Ruang
Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan

Pertanahan




Pembangunan / pemeliharaan fasilitas
perdagangan dan jasa skala WP

SWPIV.A
Blok IV.A.4

SWPIV.B
Blok IV.B.1

APBD
Kab
Sumber
Pembiay
aan Lain
yang
sah
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Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan

¢ Swasta

1.3

Pembangunan dan Pengembangan
RTH Skala Kecamatan

SWPIV.A
Blok IV.A.4

SWPIV.B
Blok IV.B.1

APBD
Kab
Sumber
Pembiay
aan Lain
yang
sah

Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan

1.4

Peningkatan / pemeliharaan
infrastruktur permukiman

SWPIV.A
Blok IV.A.4

SWPIV.B
Blok IV.B.1

APBD
Kab
Sumber
Pembiay
aan Lain
yang
sah

e Swasta

Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan

e Swasta

Pusat Pelayanan




yed prasarana dan sarana

1 SWPIV.B

Kementerian

Dinas
pelayanan pemerintahan Blok IV.B.3 APBD Pekerjaan Pekerjaan Perencanaan
Kelurahan/Desa Prov Umum Umum Penelitian dan
APBD Kementerian Penataan Pengembangan
Kab Perumahan Ruang dan Dinas
Sumber dan Kawasan Perumahan Pekerjaan
Pembiay Permukiman Rakyat Umum dan
aan Lain Kementerian Dinas Penataan
yang Pendidikan Pendidikan Ruang
sah Dasar dan dan Dinas
Menengah Kebudayaan Perumahan
Kementerian Dinas Kawasan
Pendidikan Kesehatan Permukiman
Tinggi, Sains, dan
dan Pertanahan
Teknologi
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Agama
2.12 Pembangunan / pemeliharaan fasilitas | SWPIV.B APBD Badan e Swasta
perdagangan dan jasa Blok IV.B.3 Kab Perencanaan
Sumber Penelitian dan
Pembiay Pengembangan
aan Lain Dinas
yang Pekerjaan
sah Umum dan
Penataan
Ruang
Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
2.1.3 Pembangunan dan Pengembangan SWPIV.B APBD Badan * Swasta
RTH Skala Kecamatan Blok IV.B.3 Kab Perencanaan
Sumber Penelitian dan
Pembiay Pengembangan
aan Lain Dinas
yvang Pekerjaan
sah Umum dan
Penataan
Ruang
Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan

Pertanahan
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Badan
infrastruktur permukiman Blok IV.B.3 Kab Perencanaan
Sumber Penelitian dan
Pembiay Pengembangan
aan Lain Dinas
yang Pekerjaan
sah Umum dan
Penataan
Ruang
Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
221 Penyediaan prasarana dan sarana SWPIV.A APBN Kementerian Dinas Badan * Swasta
pelayanan pemerintahan Blok IV.A.2 APBD Pekerjaan Pekerjaan Perencanaan
Kelurahan/Desa Blok IV.A.3 Prov Umum Umum Penelitian dan
APBD Kementerian Penataan Pengembangan
Kab Perumahan Ruang dan Dinas
Sumber dan Kawasan Perumahan Pekerjaan
Pembiay Permukiman Rakyat Umum dan
aan Lain Kementerian Dinas Penataan
yang Pendidikan Pendidikan Ruang
sah Dasar dan dan Dinas
Menengah Kebudayaan Perumahan
Kementerian Dinas Kawasan
Pendidikan Kesehatan Permukiman
Tinggi, Sains, dan
dan Pertanahan
Teknologi
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
Agama
222 Pembangunan / pemeliharaan fasilitas | SWPIV.A APBD Badan
perdagangan dan jasa skala Blok IV.A.2 Kab Perencanaan
Kelurahan/Desa Blok IV.A.3 Sumber Penelitian dan
Pembiay Pengembangan
aan Lain Dinas
yang Pekerjaan
sah Umum dan
Penataan
Ruang
Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan

Pertanahan




223

mgunan dan Pengembangan
RTH skala Kelurahan/Desa

SWPIVA
Blok IV.A.2
Blok IV.A.3

e APBD
Kab

e Sumber
Pembiay
aan Lain

yang
sah

Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan

e Swasta

2.24

Peningkatan / pemeliharaan
infrastruktur permukiman

PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
TRANSPORTASI

SWPIV.A
Blok IV.A.2
Blok IV.A.3

Kab

e Sumber
Pembiay
aan Lain
yang
sah

Badan
Perencanaan
Penelitian dan
Pengembangan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan

* Swasta

Jalan Umum

1.1

R g i e b Al R s

a. ruas jalan Petung - SP.3 Riko G

Jalan Arteri Primer

melintas di

e Swasta

sah

¢ APBN e Kementerian
SWPIV.A e Sumber Pekerjaan
b. ruas jalan SP.3 Riko - SP.3 ITCI melintas di pembiay Umum
SWPIV.A dan aan lain
SWPIV.B yang
c. ruas jalan SP.3 Riko - Pulau Balang melintas di sah
SWPIV.B
|1 1.1.2 | Pemeliharaan rutin jalan Arteri Primer | ahe] s Sl : Z
a. ruas jalan Petung - SP.3 Riko melintas di e APBN e Kementerian * Swasta
SWPIV.A e Sumber Pekerjaan
pembiay Umum
aan lain
yang

A :_’-;.:‘_‘;‘;,' BTy eefiis el




b. ruas jalan SP.3 Riko - SP.3 ITCI

melintas di

SWP IV.A dan Sumber
SWPIV.B pembiay
aan lain
yang
sah
c. ruas jalan SP.3 Riko - Pulau Balang | melintas di APBN Kementerian Swasta
SWPIV.B Sumber Pekerjaan
pembiay Umum

e

a. ruas jalan Outer Ringroad IKN — Bts.
Kalteng

‘melintasi di

SWP IV.A dan
SWPIV.B

Sumber
pembiay
aan lain

yang
sah

o

melintasi di

Kementerian

Sﬁ'auta

Kalteng SWP IV.A dan APBN Pekerjaan
SWP IV.B Sumber Umum
pembiay
aan lain
yang
sah
b. ruas jalan Sotek - Bongan melintas di APBN Kementerian Dinas Swasta
SWPIV.A APBD Pekerjaan Pekerjaan
Prov Umum Umum
Sumber Penataan
pembiay Ruang dan
aan lain Perumahan
yang Rakyat
sah
c. ruas jalan Riko - Maridan melintas di APBN Kementerian Dinas Swasta
SWPIV.B APBD Pekerjaan Pekerjaan
Prov Umum Umum
Sumber Penataan
pembiay Ruang dan
aan lain Perumahan
yang Rakyat
sah
1.3 Jalan Lokal Primer o

Jalan Lokal Prin




-58 -

rencana jalan lokal prim&

rencana jalan lokal primer melintas di e APBD Dinas e Swasta
SWPIV.B. Kab Pekerjaan
& Sumber Umum dan
pembiay Penataan
aan lain Ruang
jalan lokal primer melintas di Dinas
SWP IV.A dan Pekerjaan
SWPIV.B Umum dan
Penataan
Ruang

L

melintas di

e Swasta

SWP IV.B.

e Sumber Umum dan
pembiay Penataan
aan lain Ruang
yang
sah

jalan lokal primer melintas di e APBD Dinas e Swasta
SWP IV.A dan Kab Pekerjaan
SWPIV.B ¢ Sumber Umum dan
pembiay Penataan
aan lain Ruang
yang
sah
1.4 Jalan Lingkungan Primer
1.4.1 Pelebaran Jalan Menuju Standar
Jalan Lingkungan Primer
1.4.2 Pemeliharaan rutin Jalan Lingkungan
Primer
Trotoar dan Bangunan Pelengkap
Jalan
2.1 Pembangunan dan Peningkatan WP Serambi s APBD Dinas * Swasta
Trotoar dan Bangunan Pelengkap Nusantara Kab Pekerjaan
Jalan Koridor s Sumber Umum dan
Maridan - pembiay Penataan
Riko - Sepan aan lain Ruang
- Sotek yang
sah
Jaringan Jalan
3.1 Perencanaan untuk Pembangunan WP Serambi e APBD Dinas e Swasta
dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Nusantara Kab Pekerjaan
Koridor e Sumber Umum dan
Maridan - pembiay Penataan
Riko - Sepan aan lain Ruang
- Sotek yang
sah

Jalan Tol

M aE [
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g!mb-nsum Jaringan Jalur Kereta

4, untuk s
jalan tol Bandara VVIP - KIPP IKN melintas di e APBN Kementerian * Swasta
(IKN2) SWPIV.B. e Sumber Pekerjaan
pembiay Umum
aan lain Kementerian
yang ATR/BPN
- _ _ sah
jalan tol Bandara VVIP - KIPP IKN melintas di e APBN Kementerian & Swasta
(IKN2) SWPIV.B. e Sumber Pekerjaan
pembiay Umum
aan lain
yang
. sah
melintas di * APBN Kementerian e Swasta
SWPIV.B. ¢ Sumber Pekerjaan
pembiay Umum
aan lain
yang
sah
Terminal penumpang tipe C
5.1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk SWPIV.A s APBD Kementerian Dinas
Penyelenggaraan Terminal Penumpang | Blok IV.A.2 Kab ATR/BPN Perhubungan
Tipe C
5.2 Penyusunan rencana Pembangunan SWPIV.A e APBD Dinas -
Terminal Penumpang Tipe C Blok IV.A.2 Kab Perhubungan
5.3 Pembangunan Terminal Penumpang
Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama
dan Fasilitas Penunjang
5.4 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe
C
5.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Terminal (Fasilitas Utama dan
Penunjang)
5.6 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola
Terminal Penumpang Tipe C
Jembatan
6.1 Rehabilitasi Jembatan SWPIV.B s APBD Dinas
6.2 Pemeliharaan rutin jembatan Blok IV.B.1 Kab Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota
T Pembebasan Lahan/Tanah untuk
Penyelenggaraan Jaringan Jalur
Kereta Api Antar Kota - -
a. jaringan jalur kereta api antarkota melintas di e APBN Kementerian e Swasta
Trans Kalimantan (Kalimantan SWPIV.Adan | e Sumber Perhubunga
Selatan) Tanjung - Penajam Paser SWP IV.B. pembiay n
Utara — Batas Balikpapan aan lain Kementerian
b. jaringan jalur kereta api antarkota melintas di yang ATR/BPN
Kereta Api Perkotaan IKN SWPIV.B sah
7.2 '
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550

melintas di e APBN s Kementerian * Swasta
Trans Kalimantan (Kalimantan SWPIV.Adan | ¢ Sumber Perhubunga
Selatan) Tanjung - Penajam Paser SWPIV.B. pembiay n
Utara — Batas Balikpapan aan lain
b. jaringan jalur kereta api antarkota melintas di yang
... Keneta Ap1 Perkotaan IKN SWPIV.B sah
7.3  Rutin Jaringan Jalur ] ]
a. jaringa.n jalur kereta api antarkota melintas di ¢ APBN e Kementerian e Swasta
Trans Kalimantan (Kalimantan SWPIV.Adan | ¢ Sumber Perhubunga
Selatan) Tanjung - Penajam Paser SWPIV.B. pembiay n
Utara — Batas Balikpapan aan lain
b. jaringan jalur kereta api antarkota melintas di yang
Kereta Api Perkotaan IKN SWP IV.B sah
8.1
jaringan jalur kereta api batu bara melintas di e APBN ¢ Kementerian e Swasta
SWPIV.B ¢ Sumber Perhubunga
pembiay n
aan lain ¢ Kementerian
yang ATR/BPN
sah
8.2 Pembangunan Jaringan Jalur Kereta
Api Khusus
jaringan jalur kereta api batu bara melintas di e APBN ¢ Kementerian e Swasta
SWPIV.B e Sumber Perhubunga
pembiay n
aan lain
yang
sah
8.3 Pemeliharaan Rutin Jaringan Jalur
Kereta Api Khusus
jaringan jalur kereta api batu bara melintas di e APBN e Kementerian e Swasta
SWPIV.B e Sumber Perhubunga
pembiay n
aan lain
yang
sah
Stasiun Kereta Api
9.1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk SWPIV.A e APBN s Kementerian e Swasta
Penyelenggaraan stasiun kereta api Blok IV.A.2 Sumber Perhubunga
berupa stasiun penumpang besar pembiayaa n
yaitu Stasiun Riko n lain yang o Kementerian
sah ATR/BPN
9.2 Pembangunan stasiun kereta api SWPIV.A e APBN e Kementerian e Swasta
berupa stasiun penumpang besar Blok IV.A.2 ® Sumber Perhubunga
yaitu Stasiun Riko pembiay n
b Pemeliharaan rutin stasiun kereta api ;::slam
berupa stasn.m penumpang besar sah

o

PE WUJUDAN RE CAN JAR.INGAN
ENERGI

_Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

1.1

Saluran Udara Tegangan Menengah
(SUTM)




Pengembangan dan pembangunan melintas di
infrastruktur penyaluran tenaga listrik | SWP IV.Adan | e Sumber ESDM
SUTM SWPIV.B pembiay
aan lain
yang
sah
1.1.2 Peningkatan kualitas infrastruktur melintas di s APBN Kementerian
penyaluran tenaga listrik SUTM SWPIV.Adan | « Sumber ESDM
1:1.3 Pemeliharaan fungsi dan kualitas SWPIV.B pembiay
pelayanan infrastruktur penyaluran aan lain
tenaga listrik SUTM i:ﬂs

T2.1

Pengembangan dan pembangunan

melintas di

APBN

Kementerian

L]
infrastruktur penyaluran tenaga listrik | SWPIV.Adan | ¢« Sumber ESDM
SUTR SWPIV.B pembiay
1.2.2 Peningkatan kualitas infrastruktur aan lain
penyaluran tenaga listrik SUTR yang
1.2.3 Pemeliharaan fungsi dan kualitas sah
pelayanan infrastruktur penyaluran
tenaga listrik SUTR
Gardu Listrik
o -::-:W e i 0 T
Peningkatan kualitas infrastruktur SWPIV.A e APBN Kementerian e BUMN
penyaluran tenaga listrik gardu Blok IV.A.4 ¢ Sumber ESDM e Swasta
hubung pembiay
2.1.2 Pemeliharaan fungsi dan kualitas san lain
pelayanan infrastruktur penyaluran i:ﬂs
naga listrik u hubung
4.1.1 . SWPIV.A e APBN Kementerian * BUMN
Pembangunan mﬁ‘a?tru-ktur IV.A.3 * Sumber ESDM ¢ Swasta
penyaluran tenaga listrik gardu IV.A.4 pembiay
distribusi aan lain
SWPIV.B yang
IV.B.1 sah
IvV.B.2
IV.B.3
4.1.2 Peningkatan kualitas infrastruktur SWPIV.A e« APBN Kementerian ¢ BUMN
penyaluran tenaga listrik IV.AL ¢ Sumber ESDM ¢ Swasta
gardudistribusi IV.A3 pembiay
4.1.3 Pemeliharaan fungsi dan kualitas v.a4 ;:;:slam
pelayanan infrastruktur penyaluran
tenaga listrik gardu distribusi [S‘:V;’ {V‘B sah
IV.B.2
IV.B.3
PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
TELEKOMUNIKASI
PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
TELEKOMUNIKASI

1.1

Jariogan Tetap
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a. jaringan serat optik melintas di ¢ APBN e Kementerian | - e Operator
SWPIV.Adan | ¢ Sumber Komunikasi Telekomunik
SWP IV.B. pembiay dan Digital asi
aan lain ¢ Swasta
yang
a. jalur SKSO P18 Penajam Paser melintas di . BN e Kementerian | - * Operator
Utara - Petung SWPIV.Adan | e Sumber Komunikasi Telekomunik
SWP IV.B. pembiay dan Digital asi
b. jaringan serat optik melintas di aan lain ¢ Swasta
SWP IV.A dan yang
_ SWP IV.B. sah
9 err ara H-’ a 14 ,'7 era -: D e bt :' ‘ ot > i :- X "L B _-',‘_' “""L—j-' 3 ‘- PP TNy TR "".‘ ’..'-\:‘ " ‘, by - ‘ll:"I 'J-
a. jalur SKSO P18 Penajam Paser melintas di s APBN ¢ Kementerian | - e Operator
Utara ~ Petung SWPIV.Adan | e Sumber Komunikasi Telekomunik
SWP IV.B. pembiay dan Digital asi
b. jaringan serat optik melintas di aan lain e Swasta
SWP IV.A dan yang
SWP IV.B. sah
Hﬂ." . Lo e S e R Pl p B 'n"” L) & N e e A V! AR o iy 2
Pembangunan Menara Ba: SWPIV.B * APBN o Kementerian | - e Operator
Transceiver Station (BTS) Blok IV.B.3 e Sumber Komunikasi Telekomunik
2.1.2 Peningkatan Menara Base Transceiver | SWPIV.A pembiay dan Digital asi
Station (BTS) Blok IV.A.2 aan lain e Swasta
2.1.3 Pemeliharaan Menara Base Blok IV.A.3 yang
Transceiver Station (BTS) Blok IV.A.4 sah
SWPIV.B
Blok IV.B.1
Blok IV.B.2
Blok IV.B.3
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA
AIR
PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
SUMBER DAYA AIR
5 Bangunan Sumber Daya Air
1.3:1 Penyusunan Rencana teknis dan a. embung s APBN e Kementerian | & Dinas Dinas * Swasta
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Sotek e APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Konstruksi Bendungan terdapat di Prov Umum Umum Umum dan
1.1.2 Pembangunan Bendungan SWPIV.A e APBD Penataan Penataan
1.1.3 Rehabilitasi Bendungan pada Blok Kab Ruang dan Ruang
1.1.4 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | IV.A.3; dan * Sumber Perumahan
1.1.5 Peningkatan Bendungan pembiay Rakyat
b.embung aan lain
Riko terdapat yang
di SWP IV.B sah
pada Blok
a 1V.B.1.
1.2 . Pengembangan
: Bangunan Sumber Daya Air Y ; ; S
1.2.1 Pra FS Pengembangan Bangunan WP Serambi s APBN ¢ Kementerian | ® Dinas Dinas * Swasta
Sumber Daya Air Nusantara « APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
1.2.2 FS Pengembangan Bangunan Sumber Koridor Prov Umum Umum Umum dan
Daya Air Maridan - e APBD Penataan Penataan
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1.2.3 Perencanaan Pengembangan Riko - Sepan Kab Ruang dan Ruang
Bangunan Sumber Daya Air - Sotek e Sumber Perumahan
1.2.4 Desain Pengembangan Bangunan pembiay Rakyat
Sumber Daya Air aan lain
1.2.5 Pembangunan Bangunan Sumber yang
Daya Air sah
1.2.6 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan
- Sumber Daya Air
F RENCANA JARINGAN AIR MINUM
A PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
AIR MINUM
1 T
| Bangunan Pengambil Air Baku ; TR DIRARIES PR EAS  R SaET T T
1.1.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, WP Serambi e APBD - ¢ Dinas
Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan | Nusantara Kab Pekerjaan
Air Minum (SPAM) Koridor e Sumber Umum dan
Maridan - pembiay Penataan
Riko ~ Sepan aan lain Ruang
~ Sotek yang e Dinas
sah Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
1.1.1.2 | Pembangunan bangunan pengambil WP Serambi s APBD - - e Dinas
air baku Nusantara Kab Pekerjaan
Koridor e Sumber Umum dan
Maridan — pembiay Penataan
Riko - Sepan aan lain Ruang
- Sotek yang e Dinas
sah Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
1.1.1.3 | Peningkatan bangunan pengambil air SWPIV.A s APBD - - e Dinas
baku Blok IV.A.3 Kab Pekerjaan
1.1.1.4 | Optimalisasi bangunan pengambil air * Sumber Umum dan
baku SWPIV.B pembiay Penataan
1.1.1.5 | Operasi dan Pemeliharaan bangunan Blok IV.B.1 aan lain Ruang
pengambil air baku yang * Dinas
sah Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
= Pertanahan
1.1.2.1 | Pembangunan jaringan transmisi air melintas di s APBD = - * Dinas
baku SWP IV.A dan Kab Pekerjaan
1.1.2.2 | Peningkatan jaringan transmisi air SWPIV.B e Sumber Umum dan
baku pembiay Penataan
1.1.2.3 | Optimalisasi jaringan transmisi air aan lain Ruang
baku yang e Dinas
1.1.2.4 | Operasi dan pemeliharaan jaringan sah Perumahan
transmisi air baku Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
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RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

1.3 Unit Produksi
T T T PTOOGRRL e i Sl oty L R T T R R
1.2.1.1 | Pembangunan instalasi produksi WP Serambi e Swasta
Nusantara
Koridor Sumber
Maridan - pembiay
Riko - Sepan aan lain
- Sotek yang
sah
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
1.2.1.2 | Peningkatan instalasi produksi ¢ [PAM APBD Dinas ¢ Swasta
Sotek di Kab Pekerjaan
1.2.1.3 | Optimalisasi instalasi produksi SWPIV.A Sumber Umum dan
1.2.1.4 | Pemeliharaan instalasi produksi pada Blok pembiay Penataan
IV.A.3; aan lain Ruang
s instalasi yang Dinas
produksi sah Perumahan
di SWP Kawasan
1V.B pada Permukiman
Blok dan
IV.B.1. Pertanahan
1.3 Unit Distribusi b
g R - Jaringan | e QR o i T, (N T R AN IR 7 REA N L b e AR R & JEATE e
1.3.1.1 | Pembangunan jaringan distribusi melintas di APBD Dinas e Swasta
pembagi SWPIV. A Kab Pekerjaan
1.3.1.2 | Peningkatan jaringan distribusi dan SWP Sumber Umum dan
pembagi IV.B. pembiay Penataan
1.3.1.3 | Optimalisasi jaringan distribusi aan lain Ruang
pembagi yang Dinas
1.3.1.4 | Operasi dan pemeliharaan jaringan sah Perumahan
distribusi pembagi Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
_Kelembagaan
2.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan WP Serambi APBD Dinas * Swasta
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Nusantara Kab Pekerjaan
2.2 Pembinaan Pengelolaan dan Koridor Sumber Umum dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Maridan - pembiay Penataan
Minum (SPAM) Riko - Sepan aan lain Ruang
23 Pembinaan dan Pemberdayaan - Sotek yang Dinas
Masyarakat dalam Pengelolaan dan sah Perumahan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Kawasan
Minum (SPAM) Permukiman
dan
Pertanahan

®lo

PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
PERSAMPAHAN

Tempat Penampungan Sementara
(TPS)




-65 -

1.4 Penyusunan Rencana, WP Serambi s APBN ¢ Kementerian Dinas Dinas
Kebijakan, Strategi dan Teknis Nusantara « APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Sistern Pengelolaan Koridor Prov Umum Umum Umum dan
Persampahan Maridan - e APBD ¢ Kementerian Penataan Penataan
Riko - Sepan Kab Perumahan Ruang dan Ruang
- Sotek dan Kawasan Perumahan Dinas
Permukiman Rakyat Perumahan
Dinas Kawasan
Lingkungan Permukiman
Hidup dan
Pertanahan
Dinas
Lingkungan
Hidup
1.2 Penyediaan lahan untuk SWPIV.A e APBN e Kementerian Dinas Dinas
pembangunan TPS Blok IV.A.2 e APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
1.3 Pembangunan TPS Blok IV.A.4 Prov Umum Umum Umum dan
1.4 Operasi dan Pemeliharaan TPS e APBD e Kementerian Penataan Penataan
1.5 Peningkatan TPS menjadi Tempat SWPIV.B Kab Perumahan Ruang dan Ruang
Pengolahan Sampah Reduce-Reuse- Blok IV.B.1 dan Kawasan Perumahan Dinas
Recycle (TPS3R) melalui Penyediaan Blok IV.B.2 Permukiman Rakyat Perumahan
sarana pengolahan sampah pada TPS Dinas Kawasan
Lingkungan Permukiman
Hidup dan
Pertanahan
Dinas
Lingkungan
Hidup
Peningkatan kapasitas armada
angkutan sampah
2.1 Pengadaan Sarana Pengankutan WP Serambi s APBN ¢ Kementerian Dinas Dinas
Sampah (Armroll Truck, Motor Nusantara e APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Pengangkutan sampah, dll) Koridor Prov Umum Umum Umum dan
Maridan — e APBD ¢ Kementerian Penataan Penataan
Riko - Sepan Kab Perumahan Ruang dan Ruang
- Sotek dan Kawasan Perumahan Dinas
Permukiman Rakyat Perumahan
Dinas Kawasan
Lingkungan Permukiman
Hidup dan
Pertanahan
Dinas
Lingkungan
Hidup
2.2 Oprasi dan pemeliharaan Sarana * APBN ¢ Kementerian Dinas Dinas
Pengankutan Sampah (Armroll Truck, e APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Motor Pengangkutan sampabh, dll) Prov Umum Umum Umum dan
s APBD ¢ Kementerian Penataan Penataan
Kab Perumahan Ruang dan Ruang
dan Kawasan Perumahan Dinas
Permukiman Rakyat Perumahan
Dinas Kawasan
Lingkungan Permukiman
Hidup dan
Pertanahan
Dinas
Lingkungan
Hidup

Peningkatan kelembagaan




mbangan Kapatas

WP Serambi

e APBN

¢ Kementerian

e Dinas

e Dinas
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Nusantara ¢ APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Infrastruktur Persampahan Koridor Prov Umum Umum Umum dan
3.2 Pembinaan Pengembangan Sistem Maridan — s APBD e Kementerian Penataan Penataan
Pengelolaan Persampahan Desa | Riko - Sepan Kab Perumahan Ruang dan Ruang
3.3 Pembinaan dan Pemberdayaan - Sotek dan Kawasan Perumahan e Dinas
Masyarakat dalam Pengembangan Permukiman Rakyat Perumahan
Sistem Pengelolaan Persampahan e Dinas Kawasan
Lingkungan Permukiman
Hidup dan
Pertanahan
e Dinas
Lingkungan
Hidup
RENCANA JARINGAN DRAINASE
PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
DRAINASE
Jaringan Drainase Primer
1.1 Peningkatan drainase primer melintas di s APBN e Kementerian | - =
SWPIV.A dan Pekerjaan
1.2 Operasi dan pemeliharaan drainase SWPIV.B Umum
primer
Jaringan Drainase Sekunder
2.1 Peningkatan drainase sekunder melintas di s APBD - e Dinas e Dinas
SWP IV.A dan Prov Pekerjaan Pekerjaan
2.2 Operasi dan pemeliharaan drainase SWPIV.B e APBD Umum Umum dan
sekunder Kab Penataan Penataan
Ruang dan Ruang
Perumahan e Dinas
Rakyat Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
Jaringan Drainase Tersier
31 Pembangunan drainase tersier melintas di e APBD - - e Dinas
SWP IV.A dan Kab Pekerjaan
a2 Peningkatan drainase tersier SWPIV.B. Umum dan
Penataan
3.3 Operasi dan pemeliharaan drainase Ruang
tersier ¢ Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
Kelembagaan
3.2 Pengembangan Kapasitas WP Serambi e APBN ¢ Kementerian # Dinas e Dinas
Kelembagaan Sistem Drainase Nusantara s APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Lingkungan Koridor




Pembinaan dan Pemberdayaan

Umum
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Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem | Riko - Sepan APBD ¢ Kementerian
Drainase Lingkungan - Sotek Kab Perumahan Ruang dan Ruang
dan Kawasan Perumahan e Dinas
Permukiman Rakyat Perumahan
Kawasan
Permukiman
dan
S Pertanahan
RENCANA JARINGAN PRASARANA
LAINNYA
PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN
i nd IR AN SRR TR R TR i G 22 P i
melintas di -
SWPIV.A
b. ruas jalan SP.3 Riko - SP.3 ITCI melintas di
SWPIV.A dan e Badan
SWPIV.B Nasional
c. ruas jalan Quter Ringroad IKN - Bts. | melintas di Penanggulan
Kalteng SWPIV.A gan Bencana
d. ruas jalan Sotek - Bongan melintas di APBD Dinas
SWPIV.A Prov Pekerjaan
Umum
Penataan
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah (BPBD)
e. ruas jalan Riko - Maridan melintas di APBD Dinas
SWPIV.B Prov Pekerjaan
Umum
Penataan
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah (BPBD)
f. ruas jalan lokal primer melintas di APBD - ¢ Dinas
SWP IV.A dan Kab Pekerjaan
SWPIV.B APBD Umum dan
g- ruas jalan lingkungan primer melintas di Kab Penataan
SWPIV.A Ruang
¢ Badan
Penanggulanga
n Bencana
_ Daerah @PBDl
Y] “Operasi dan pemeliharaan jalur 2L
Lo} eviuinl e : ¥
a. ruas jalan Petung - SP.3 Riko melintas di APBN ¢ Kementerian -

SWPIV.A




i
F

b. ruas jalan SP.3 Riko - SP.3 ITCI

e
melintas di

SWP A dan
SWPIV.B
c. ruas jalan Outer Ringroad IKN - Bts. | melintas di
Kalteng SWPIV.A
d. ruas jalan Sotek - Bongan melintas di * APBD ¢ Dinas
SWPIV.A Prov Pekerjaan
Umum
Penataan
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
e. ruas jalan Riko - Maridan melintas di e APBD e Dinas
SWPIV.B Prov Pekerjaan
Umum
Penataan
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
¢ Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah (BPBD)
f. ruas jalan lokal primer melintas di e APBD - -
SWP IV.A dan Kab
SWPIV.B
g. ruas jalan lingkungan primer melintas di
SWPIV.A
| Pem 1 e Wa s ] R S AN R TEE I e S e e e S
a. ruas jalan Petung - SP.3 Riko melintas di s APBN ¢ Kementerian | -
SWPIV.A Pekerjaan
b. ruas jalan SP.3 Riko - SP.3 ITCI melintas di Umum
SWP IV.A dan
SWPIV.B
c. ruas jalan Outer Ringroad IKN - Bts. | melintas di
Kalteng SWPIV.A
d. ruas jalan Sotek - Bongan melintas di e APBD e Dinas
SWPIV.A Prov Pekerjaan
Umum
Penataan
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
e. ruas jalan Riko — Maridan melintas di * APBD e Dinas
SWPIV.B Prov Pekerjaan
Umum
Penataan
Ruang dan
Perumahan
Rakyat
e Badan
Penanggulanga
n Bencana

Daerah (BPBD)
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SWP IV.A dan
SWPIV.B Umum dan
g. ruas jalan lingkungan primer melintas di Penataan

SWPIV.A Ruang
Badan
Penanggulanga
n Bencana
Daerah (BPBD)

. . dan ged;.mg SM;AN 6k PPU

SWPIV.A

Dir;au

a. lapangan dan ged(mg SMAﬁ 6 PPU

pada Blok Pekerjaan
IV.A.3 Umum dan
b. gedung dan halaman kantor SWPIV.A Penataan
Kelurahan Sepan pada Blok Ruang
IV.A.2 Badan
c. lapangan dan gedung SMPN 14 PPU | SWPIV.B Penanggulanga
pada Blok n Bencana
IV.B.1 Daerah (BPBD)
d. lapangan dan gedung kawasan di SWPIV.B
kantor pemerintahan pada Blok
IV.B.3.
S b e - e ——————— —— S e g
a. lapangan dan gedung SMAN 6 PPU SWPIV.A e APBD Dinas
pada Blok Kab Pekerjaan
IV.A.3 Umum dan
b. gedung dan halaman kantor SWPIV.A Penataan
Kelurahan Sepan pada Blok Ruang
IV.A.2 Badan
¢. lapangan dan gedung SMPN 14 PPU | SWPIV.B Penanggulanga
pada Blok n Bencana
1V.B.1 Daerah (BPBD)
d. lapangan dan gedung kawasan di SWPIV.B
kantor pemerintahan pada Blok
IV.B.3.

- SWPIV.A

o APBD |-

Dinaﬁ

pada Blok Kab Pekerjaan
IV.A.3 Umum dan

b. gedung dan halaman kantor SWPIV.A Penataan

Kelurahan Sepan pada Blok Ruang
IV.A.2 Badan

c. lapangan dan gedung SMPN 14 PPU | SWPIV.B Penanggulanga
pada Blok n Bencana
IV.B.1 Daerah (BPBD)

d. lapangan dan gedung kawasan di SWPIV.B

kantor pemerintahan pada Blok
1V.B.3.

RENCANA POLA RUANG ZONA

LINDUNG

PERWUJUDAN POLA RUANG ZONA

LINDUNG

Perwujudan Zona Perlindungan

Setempat dengan kode PS
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Inventarisasi dan |dentiﬁls-:na.i

SWPIVA

¢ Kementerian

¢ Dinas

karakteristik Sub-Zona perlindungan Blok IV.A. 1 APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
setempat Blok IV.A.3 Prov Umum Umum, Umum dan
1.1.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Blok IV.A.4 APBD ¢ Kementerian Penataan Penataan
Sub-Zona perlindungan setempat Kab Agraria dan Ruang, Ruang
SWPIV.B Tata Perumahan Dinas
Blok IV.B.1 Ruang/Bada dan Kawasan Lingkungan
Blok IV.B.3 n Permukiman Hidup
Pertanahan
Nasional
+ Kementerian
ATR/BPN
1.1.3 Rehabilitasi Sub-Zona perlindungan SWPIV.A APBN ¢ Kementerian | e Dinas Dinas
setempat Blok IV.A. 1 APBD Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Blok IV.A.3 Prov Umum Umum, Umum dan
i c Blok IV.A.4 APBD ¢ Kementerian Penataan Penataan
1.1.4 2::1;11;;1:5811 Sub-Zona perlindungan Kab Agraria dan Ruang, Ruang
SWPIV.B Tata Perumahan Dinas
1.1.5 Perlindungan Sub-Zona perlindungan Blok IV.B.1 Ruang/Bada dan Kawasan Lingkungan
setempat Blok IV.B.3 n Permukiman Hidup
Pertanahan
Nasional

Perwujudan Zona Ruang Terbuka
jau dengan kode RTH

2.1.1 Identifikasi dan Pendataan Sub-Zona WP Serambi - - Dinas
rimba kota Nusantara Pekerjaan
Koridor Umum dan
Maridan - Penataan
Riko ~ Sepan Ruang
- Sotek Dinas
Lingkungan
Hidup
2.1.2 Pembebasan Lahan untuk Sub-Zona WP Serambi APBN Kementerian - Dinas
rimba kota Nusantara APBD ATR/BPN Pekerjaan
Koridor Kab Umum dan
Maridan - Penataan
Riko - Sepan Ruang
- Sotek Dinas
Lingkungan
Hidup
2.1.3 Pembangunan Sub-Zona rimba kota SWPIV.A APBD - Dinas
2.1.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Blok 1V.A.4 Kab Pekerjaan
Sub-Zona rimba kota Umum dan
2.1.5 Penyediaan Jasa dan Pengadaan SWPIV.B Penataan
Perlengkapan Pertamanan Sub-Zona Blok IV.B.1 Ruang
rimba kota Blok IV.B.3 Dinas
2.1.6 Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
Sub-Zona rimba kota Hidup
2.1.7 Pemeliharaan/Pengendalian Sub-Zona
rimba kota
2.1.8 {

Sub-Zona rim

kota




103 3

Intiﬁkasi da Pendataan Sub-Zona
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APBN
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o Kementerian
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. Dinas
taman kelurahan Nusantara e APBD ATR/BPN Pekerjaan
Koridor Kab ATR/BPN Umum dan
2.1.2 Pembebasan Lahan untuk Sub-Zona Maridan - Penataan
taman kelurahan Riko - Sepan Ruang
- Sotek Dinas
Lingkungan
Hidup
2.1.3 Pembangunan Sub-Zona taman SWPIV.A * APBD - Dinas
kelurahan Blok IV.A.1 Kab Pekerjaan
Blok IV.A.4 Umum dan
2,14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penataan
B SWPIV.B Ruang
Sub-Zona taman kelurahan Blok IV.B.1 ikt
. Lingkungan
2.15 Penyediaan Jasa dan Pengadaan Hidup
Perlengkapan Pertamanan Sub-Zona
taman kelurahan
2.16 Penataan dan Peningkatan Kualitas
Sub-Zona taman kelurahan
2,17 Pemeliharaan/Pengendalian Sub-Zona

taman kelurahan

Pemantapan Sub-Zona taman

-
Identifikasi dan Pendataan Sub-Zona

WP Serambi

* Kementerian

Dinas Pekerjaan

pemakaman Nusantara * APBD ATR/BPN Umum dan
212 | Pembebasan Lahan untuk SubZona | Loridor Kab ATR/BPN Penataan
pemakaman Maridan - Ruang
Riko - Sepan Dinas
~ Sotek Lingkungan
Hidup
Dinas
Perumahan,
Permukiman,
dan
Pertanahan
2.1.3 Pembangunan Sub-Zona pemakaman SWPIV.A e« APBD - Dinas
2.1.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Blok IV.A.4 Kab Pekerjaan
Sub-Zona pemakaman Umum dan
2.1.5 Penyediaan Jasa dan Pengadaan SWP IV.B Penataan
Perlengkapan Pertamanan Sub-Zona Blok IV.B.1 Ruang
pemakaman Blok IV.B.3 Dinas
216 Penataan dan Peningkatan Kualitas Li._ngkungan
Sub-Zona pemakaman Hidup
2.1.7 Pemeliharaan/Pengendalian Sub-Zona Dinas
pemakaman Peruma}"lan,
2.1.8 Pemantapan Sub-Zona pemakaman cl::;muk:man.
Pertanahan

Perwujudan Zona ekosistem mangrove
dengan kode EM
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Kementerian Dinas
karakteristik Sub-Zona ekosistem Blok IV.A.1 APBD Lingkungan Lingkungan
mangrove Blok IV.A.4 Prov Hidup Hidup

APBD Badan
SWPIV.B Kab Konservasi
Blok IV.B.3 Sumber

Daya Alam

(BKSDA)

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Lindung

(KPHL)

3.1.2 Pelaksanaan pemantauan kualitas APBN Kementerian Dinas
Lingkungan Hidup terhadap Media APBD Lingkungan Lingkungan
Tanah, Air, Udara, dan Laut Prov Hidup Hidup
APBD Badan
Kab Konservasi

Sumber

Daya Alam

(BKSDA)

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Lindung

(KPHL)

3.1.3 Rehabilitasi Sub-Zona ekosistem APBN Kementerian Dinas
mangrove APBD Lingkungan Lingkungan

3.1.4 Pemeliharaan Sub-Zona ekosistem Prov Hidup Hidup
mangrove APBD Badan

3.1.5 Perlindungan dan pemantapan Sub- Kab g::l;s;er:am
Zona ekosistem mangrove Daya Alam

(BKSDA)

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Lindung

(KPHL)

Perwujudan Zona Badan Air dengan
kode BA
4.1.1 Inventarisasi dan identifikasi SWPIV.A APBN Kementerian Dinas
karakteristik Sub-Zona badan air Blok IV.A.1 APBD Pekerjaan Pekerjaan
4.1.2 Pelaksanaan pemantauan kualitas Blok IV.A.3 Prov Umum Umum dan
Lingkungan Hidup terhadap Media Blok IV.A.4 APBD Balai Penataan
Tanah, Air, Udara, dan Laut Kab Wilayah Ruang
4.1.3 Penyusunan dan Penetapan Rencana SWPIV.B Sungai Dinas
Pengelolaan DAS Blok IV.B.1 (BWS) Lingkungan
4.1.3 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Bk T¥.B.3 K, emept:;;nan Ridup
Wilayah DAS Tata
4.1.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Ruang/Bada
Kegiatan Pengelolaan DAS n
4.1.5 Pengembangan Kelembagaan Pertlim BED
Pengelolaan DAS e Nasional
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4.1.7 Perlindungan Sub-Zona badan air
RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI
DAYA
PERWUJUDAN POLA RUANG ZONA
BUDI DAYA
Perwujudan Zona Pertanian dengan
kode P

‘ Pay . R
Penyusunan Action Plan SWPIV.A
Pengembangan Prasarana, Sarana, Blok IV.A.1 Kab Pertanian
Sub-Zona tanaman pangan Blok IV.A.2 Dinas

1.1.2 Pengelolaan Lahan Sub-Zona tanaman Ketahanan
pangan SWPIV.B Pangan
1.1.3 Pengembangan jalan usaha tani | Blok IV.B.1
1.1.4 Penanganan Dampak Perubahan Iklim | Blok IV.B.2
(DPI) Tanaman Pangan Blok IV.B.3
1.1.5 Pencegahan, Penanganan Kebakaran
Lahan, dan Gangguan Usaha tanaman
.

}!& e RS A Rhe A, Eroeny ; €7 o X - i
Penyusunan Action Plan SWPIV.A e APBD e Dinas ¢ Dinas
Pengembangan Prasarana, Sarana, Blok IV.A.1 Provinsi Perkebunan Pertanian
Kawasan Sub-Zona perkebunan Blok IV.A.2 e APBD

122 Pengelolaan Lahan Sub-Zona Blok IV.A.3 Kab
perkebunan Blok IV.A.4
1.2.3 Pengembangan jalan Sub-Zona
perkebunan SWPIV.B
1.2.4 Penanganan Dampak Perubahan Iklim | Blok IV.B.1
(DPI) Sub-Zona perkebunan Blok IV.B.2
1.2.5 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Blok IV.B.3
Lahan, dan Gangguan Usaha Sub-
Zona perkebunan
Perwujudan Zona kawasan
tukan industri de kode KPI
2.1.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang SWPIV.A e APBD - e Dinas
Sub-Zona kawasan peruntukan Blok IV.A.1 Kab Pekerjaan
industri Blok IV.A.4 umum dan
Penataan
SWPIV.B Ruang
Blok IV.B.3 Dinas Koperasi
UKM
Perindustrian
dan
Perdagangan
2.1.2 Optimalisasi Sub-Zona kawasan ¢ APBD = Dinas Koperasi
peruntukan industri Kab UKM
2.1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sub-Zona Perindustrian
kawasan peruntukan industri dan
2.1.4 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perdagangan
Sub-Zona kawasan peruntukan
industri
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Perwujudan Zona perumahan dengan
kode R .

baru

Inventarisasi dan Updating Profil ¢ Kementerian | ® Dinas Dinas * Swasta
Kawasan Permukiman Kumuh Nusantara APBD Perumahan Pekerjaan Perumahan
3.1.2 Penanganan Permukiman Kumuh Koridor Provinsi dan Kawasan Umum, Kawasan
Maridan - APBD Permukiman Penataan Permukiman
Riko - Sepan Kab Ruang dan dan
- Sotek Sumber Perumahan Pertanahan
Pembiay Rakyat Dinas
aan Lain Pekerjaan
yang Umum dan
Penataan
Sub-Z i
Peningkatan Kualitas Perumahan SWPIV.A APBD - - Dinas ¢ Swasta
Eksisiting Blok IV.A.1 Kab Perumahan
3.2.2 Penyediaan prasarana, sarana, dan Blok IV.A.3 Sumber Kawasan
utilitas umum di perumahan untuk Blok IV.A.4 Pembiay Permukiman
menunjang fungsi hunian aan Lain dan
3.2.3 Pengelolaan persampahan yang Pertanahan
324 Penyiapan lahan untuk perumahan Sah Dinas
baru Pekerjaan
325 n m Umum dan
Pembangunan perumahan Farstanm
Ruang
3.26 Operasi dan pemeliharaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum di
rumahan
3.3.1 Peningkatan Kualitas Perumahan SWPIV.A APBD - - Dinas ¢ Swasta
Eksisiting Blok IV.A.1 Kab Perumahan
3.3.2 Penyediaan dukungan PSU kawasan Blok IV.A.2 Sumber Kawasan
perumahan Blok IV.A.3 Pembiay Permukiman
3.3.3 Penanganan rumah tidak layak huni Blok IV.A.4 aan Lain dan
dan Bantuan Stimulan Perumahan yang Pertanahan
Swadaya (BSPS) SWPIV.B Sah Dinas
334 Penyiapan lahan untuk perumahan Blok IV.B.1 Pekerjaan
baru Blok IV.B.2 Umum dan
3.3.5 Pembangunan perumahan Penataan
3.3.6 | Sosialisasi hunian sehat Ruang
3.3.7 Operasi dan pemeliharaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum di
rumahan dan permukiman
54| Sub-Zona Perumahian Kepadatan . 2
3.4.1 Peningkatan Kualitas Perumahan SWPIV.A APBD - - Dinas .
Eksisiting Blok IV.A.1 Kab Perumahan * Swasta
= Blok IV.A.2 Sumber Kawasan
%43 | Denyedisan prasanana, strnia, den Blok IV.A.3 Pembiay Permukiman
utilitas umum di perumahan untuk Blok IV.A 4 aan Lain dan
menunjang fungsi hunian o A%
343 | Penan h tidak layak huni ysng T ertanaiian
BAOR TUmB SOR MYSE L SWPIV.B Sah Dinas
dan BSPS 4
Blok IV.B.1 Pekerjaan
344 Penyi lahan untuk perumahan Blok IV.B.2 Umum dan
o £= Blok IV.B.3 Penataan




Pembangunan kawasan Eruha =~

=75 -

7 Rug

Pemuda dan

3.4.5
3.46 Sosialisasi hunian sehat
3.4.7 Operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana utilitas umum (PSU)
perumahan dan permukiman
Perwujudan Zona sarana pelayanan
umum kode SPU
5 B Zor skala kota dengan ‘ e % L
4.1.1 Pembangunan pelayanan SWPIV.B * APBN Kementerian | ¢ Dinas Swasta
umum skala kota Blok IV.B.3 « APBD Pekerjaan Pekerjaan Perumahan
Provinsi Umum Umum Kawasan
4.1.2 Peningkatan sarana pelayanan umum APBD Kementerian Penataan Permukiman
skala kota Kab Perumahan Ruang dan dan
e Sumber dan Kawasan Perumahan Pertanahan
7 z Pembiay Permukiman Rakyat Dinas e Dinas
4.1.3 Opl:raal dan pemehharain sarana aan Lain Kementerian Kesehatan Pekerjaan
PEBYEURIL MBIV 8 ot yang Pendidikan e Dinas Umum dan
Sah Tinggi, Sains, Pendidikan Penataan
4.1.4 Peningkatan efektivitas pelayanan dan dan Ruang
umum skala kota Teknologi Kebudayaan ¢ Dinas
Kementerian e Dinas Kesehatan
Pendidikan Kesehatan * Dinas
Dasar dan Pendidikan
Menengah Pemuda dan
Kementerian Olahraga
Kesehatan
Kementerian
I BT - X, “r T g :._ —
T : 5 . ¥ ' £id e FLr e s g Bt it et
4.2.2 Peningkatan sarana pelayanan umum SWPIV.A e APBN Kementerian e Dinas ¢ Dinas
skala kecamatan Blok IV.A.3 e APBD Pendidikan Pendidikan Perumahan
4,23 Operasi dan pemeliharaan sarana Blok IV.A.4 Provinsi Dasar dan dan Kawasan
pelayanan umum skala kecamatan APBD Menengah Kebudayaan Permukiman
324 | Peningkatan efektivitas pelayanan Bl i -
umum skala kecamatan Pembiay e Dinas
aan Lain Pekerjaan
yang Umum dan
Sah Penataan
Ruang
e Dinas Sosial
e Dinas
Kesehatan
¢ Dinas
Pendidikan




Peningkatan sarana pelayanan umum

SWPIV.A

o Kementerian

Dins

skala kelurahan Blok IV.A.1 « APBD Pendidikan Perumahan
Blok IV.A.2 Kab Dasar dan Kawasan
Blok IV.A.3 e Sumber Menengah Permukiman
Blok IV.A.4 Pembiay | ¢ Kementerian dan
aan Lain Agama Pertanahan
SWPIV.B yang Dinas
Blok IV.B.1 Sah Pekerjaan
4.3.3 Operasi dan pemeliharaan sarana Bl 1¥:p3 Umum dag;
pelayanan umum skala kelurahan Portasn
Ruang
Dinas Sosial
Dinas
4.3.4 Peningkatan efektivitas pelayanan Kesehatan
umum skala kelurahan Dinas
Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
Perwujudan Zona perdagangan dan
K
15T ona perdagangan dan jasa skala
5.1.1 Pembangunan Sub-Zona perdagangan | SWPIV.A e APBD - Dinas * Swasta
dan jasa skala kota Blok IV.A.1 Kab Pekerjaan
5.1.2 Penataan dan peningkatan kualitas Blok IV.A.2 e Sumber Umum dan
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala | Blok IV.A.3 Pembiay Penataan
kota Blok IV.A.4 aan Lain Ruang
5.1.3 Pembenahan sistem perpakiran dan yang Dinas Koperasi
lokasi PKL SWPIV.B Sah UKM
5.1.4 Penyediaan fasilitas pendukung Blok IV.B.1 Perindustrian
5.1.5 Upaya perlindungan Kawasan dan
perdagangan dan jasa skala kota dari Perdagangan
keberadaan PKL Liar
Pemeliharaan kawasan perdagangan
dan jasa skala kota
Pembangunan Sub-Zona perdagangan | SWPIV.A e APBD - Dinas ¢ Swasta
dan jasa skala WP Blok IV.A.1 Kab Pekerjaan
522 Penataan dan peningkatan kualitas Blok IV.A.2 e Sumber Umum dan
Sub-Zona Perdagangan dan jasa skala | Blok IV.A.3 Pembiay Penataan
WP Blok IV.A.4 aan Lain Ruang
523 Pembenahan sistem perpakiran dan yang Dinas Koperasi
lokasi PKL SWPIV.B Sah UKM
5.2.4 Penyediaan fasilitas pendukung Blok IV.B.1 Perindustrian
525 Upaya perlindungan kawasan Blok IV.B.2 dan
perdagangan dan jasa skala WP dari Perdagangan
keberadaan PKL liar
5.2.6 Pemeliharaan kawasan perdagangan
dan jasa skala WP
5.3 Sub-zona p-tm;an dan jasa skala
5.43.1 Pembangunan Sub-Zona perdagangan | SWPIV.A e APBD - Dinas e Swasta
dan jasa skala SWP Blok IV.A.4 Kab Pekerjaan
5.3.2 Penataan dan peningkatan kualitas e Sumber Umum dan
sub-zona perdagangan dan jasa skala SWPIV.B Pembiay Penataan
SWP Blok IV.B.1 aan Lain Ruang
53.3 Pembenahan sistem perpakiran dan Blok IV.B.3 yang Dinas Koperasi
lokasi PKL Sah UKM
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5.3.4 Penyediaan fasilitas pendukung Perindustrian
5.3.5 Upaya perlindungan kawasan dan
perdagangan dan jasa skala SWP dari Perdagangan
keberadaan PKL Liar
5.3.7 Pemeliharaan kawasan perdagangan
dan jasa skala SWP
Perwujudan Zona perkantoran dengan
kode KT
6.1.1 Pembangunan kawasan perkantoran SWPIV.A APBN e Kepolisian - e Dinas * Swasta
6.1.2 Penataan dan peningkatan kawasan Blok IV.A.2 APBD Negara Perumahan
perkantoran Blok IV.A.3 Kab Republik Kawasan
6.1.3 Penyediaan fasilitas pendukung Blok IV.A.4 Sumber Indonesia Permukiman
Pembiay dan
SWPIV.B aan Lain Pertanahan
6.14 Upaya perlindungan kawasan Blok IV.B.1 yang e Dinas
perkantoran dari keberadaan PKL Liar | Blok IV.B.3 Sah Pekerjaan
Umum dan
6.1.5 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Fanaaan
kantor dan bangunan lainnya Ruang
6.1.6 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya
6:1:7 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

prasarana pendukung gedung kantor
atau bangunan lainnya

7.1.1 Pembangunan instalasi pengolahan air | SWPIV.A APBD - - e Dinas -
minum (IPAM) Blok IV.A.3 Kab Pekerjaan
7.1.2 Peningkatan instalasi pengolahan air Umum dan
minum (IPAM) SWPIV.B Penataan
7.1.3 Optimalisasi instalasi pengolahan air Blok IV.B.1 Ruang
minum (IPAM)
7.1.4 Operasi dan Pemeliharaan instalasi
pengolahan air minum (IPAM)
Perwujudan Zona badan jalan dengan
kode BJ
8.1.1 Inventarisasi dan identifikasi status SWPIV.A APBN ¢ Kementerian ¢ Pekerjaan Pekerjaan Umum e Operator
dan fungsi zona badan jalan Blok IV.A.1 APBD Pekerjaan Umum, dan Penataan Jalan
8.1.2 Peningkatan kualitas dan Blok IV.A.2 Prov Umum Penataan Ruang * Swasta
penambahan fungsi sosial zona badan | Blok IV.A.3 APBD Ruang,
jalan Blok IV.A.4 Kab Perumahan
8.1.3 Pemeliharaan zona badan jalan Sumber dan Kawasan
SWPIV.B Pembiay Permukiman
Blok IV.B.1 aan Lain
Blok IV.B.2 yang
Blok IV.B.3 Sah
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LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI
NUSANTARA KORIDOR MARIDAN - RIKO - SEPAN - SOTEK

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ZONA/SUB-ZONA a " " = a & s i » as
=) B aH M = -
z sge  E8l3e .= 2 : 35 & : B &3
a5 B & 28%S| «f s~ @ a8 g sSf 9Fg | 35
S m2= ,é me 3 ” 3 g g “E 258
g3 9885 EREE lsg SE= 355 S S 5% Sag ai
"'3 Shw ';'32 3 I o a E ‘65 5 [T} O
o = & A ol & | &3 S
E ggg g
. 3K é 5E2
No 3L &
2 2 (82 E 554
e
KEGIATAN e o
A PERTANIAN DAN PETERNAKAN
001 | Pertanian Jagung X X X X X X I 1 X X 1 I X X X X X X X X X
002 | Pertanian Gandum X X X X X X I I X X X T2 X X X X X X X X X
003 | Pertanian Kedelai X X X X X X I I X X 1 I X X X X X X X X X
004 | Pertanian Kacang Tanah X X X X X X I I X X I I X X X X X X X X X
005 | Pertanian Kacang Hijau X X X X X X I I X X I 1 X X X X X X X X X
006 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura X X X X X X I I X X I I X X X X X X X X X
007 ;e;lt{f;r:]lan Biji-Bijian Penghasil Minyak X X X X X X I I X X I I X X X X X X X % X
008 Pelrtanian Biji-Bijian Penghasil Bukan X X X X X X I I X X I I X X X X X X X X X
Minyak Makan
Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang X X I I X X X
009 Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya A 2 X A A~ = ! . A A X - X =
010 | Pertanian Padi X X X X X X I I X X I I X X X X X X X X X
011 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi X X X X X X I I X X I I X X X X X X X X X
012 | Perkebunan Tebu X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X
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013 | Perkebunan Tembakau X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X
014 | Pertanian Tanaman Berserat X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X
015 | Pertanian Tanaman Semusim Lainnya X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X
016 | Pertanian Buah Anggur X X X X X X I | X X I I X X X X X X X X X
017 Per'tama-n Buah-Buahan Tropis dan X X X X X X I I X X I I X X X X X X X X X
Subtropis
018 | Pertanian Buah Jeruk X X X X X X I I X X 1 1 X X X X X X X X X
019 Pertanian Buap Apel dan Buah Batu (Pome X X X X X X I I X X [ I X X X X X X X X X
and Stone Fruits)
gay | Pertssan Sayunen dan Hnah Semak dan X x| x| x | x| x| 1|1 X x | 1|1 x| x| x| x| x| x|x/| x X
Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya
021 | Perkebunan Buah-Buahan Penghasil X x| x| x | x| x| 1|1 X X | 1 1 x| x| x| x x | x | x| x X
Minyak (Oleaginous)
022 ﬁgﬁﬁg Tenaman unmiRahan X x| X | % X | x| % I % X 1 f | B | X | % X X x | x X X
023 | Perkebunan Lada X X X X X X X I X X I I X X X X X X X X X
024 | Perkebunan Cengkeh X X X X X X X I X X I 1 X X X X X X X X X
025 | Pertanian Cabai X X X X X X I I X X | 1 X X X X X X X X X
026 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar X X X X X X I I X X I I X X X X X X X X X
027 IFz‘zlartarnan Tanaman Obat atau Biofarmaka X X X X x X I I X I I I X X X X X X X X X
impang
028 Ili;e:rtan'm\n Tanaman Obat atau Biofarmaka X X X X X X I I X I X X X X X X % X X X X
on Rimpang
029 Pertanian Tanaman Narkotika dan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tanaman Obat Terlarang
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050 | Penangkapan lkan di Laut X X | X X X | X| X | X X X X X | X | X | X X X X | X X X
051 | Penangkapan lkan di Perairan Darat X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X
052 | Jasa Penangkapan Ikan di Laut X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X
053 | Jasa Penangkapan lkan di Perairan Darat X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X
Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan
054 | yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Appendiks Cites
055 | Budidaya Ikan Laut X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X
056 | Budidaya Ikan Air Tawar X X X X X | T3 I I X X X X X X X X X X X X X
057 | Jasa Budidaya Ikan Laut X X X X X X X X X X X X X X X | I 1 X X X
058 | Jasa Budidaya lkan Air Tawar X X X X X X X X X X X X X X X I I 1 X X X
059 | Budidaya Ikan Air Payau X X X X X | T3 I I X X X X X X X X X X X X X
060 | Jasa Budidaya Ikan Air Payau X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
Pengembangbiakan Jenis lkan yang
061 | Dilindungi dan/atau Termasuk dalam X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X
Appendiks Cites
D PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
062 | Pertambangan Batu Bara X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
063 | Pertambangan Lignit X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
064 | Pertambangan Minyak Bumi X X X X X X X Bl Bl Bl X Bl X X X X X Bl X X B1
ogs | Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan X X | x X X | x| x | Bl Bl Bl | x [B1 | x| x | % X % Bl | X X Bl
Tenaga Panas Bumi
066 | Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi X X X X X X1 X X X X X X X X X X X X X X X
067 | Pertambangan Bijih Uranium dan Torium X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Pertambangan Bijih Logam Lainnya yang
068 Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk X X X X A & e e £ A = - 3 & A X A X A X X
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Bijih Logam Mulia
069 | Pertambangan Bijih Logam Mulia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
070 | Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat X X X X X X X X X .4 X X X X X X X X X X X
071 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Bahan Pupuk
072 | Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
073 | Ekstraksi Garam X x| x| x | x|[x|15| 15| X X Rl xlx| %8 | &% [x] » X
074 | Pertambangan dan Penggalian Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
075 Aktxv_ltas Penunjang Pertambangan Minyak X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Bumi dan Gas Alam
076 Akt1v1ta§ Penu.n_}ang Pertambangan dan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Penggalian Lainnya
E INDUSTRI PENGOLAHAN
077 Keg{atan Rumah Potong dan Pengepakan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Daging Bukan Unggas
: T2,
078 | Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan X X X X X x | x X I 5, T5, | T5, X X X X X X X X X
Daging Unggas B2 B2 B2
Industri Pengolahan dan Pengawetan T5, | T5,
Shg Produk Daging dan Daging Unggas X £ A X & s i & ! X B2 B2 X X X % X X X % X
080 | Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan X X X X X X X T& I X ’}252’ ']r352, X X X X X X X X X
081 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan X X X X X X X X I X ’11;52’ ’]1;52’ X X X X X X X X X
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; TS, | T5;
082 | Industri Pembekuan lkan X X X X X X X T3 X B2 B2 X X X X X X X X X
. . T2, TS, | T5,
083 | Industri Pemindangan lkan X X X X X X X T3 I X B2 B2 X X X X X X X X X
084 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan X X X X X X X X I X TS TS X X X X X X X X X
085 ]S’:i‘:!f]tl“ Berbasis Daging Lumatan Dan X x| x X X | x| x| x I X X X | x| x| x X X X | X X X
; b T2, T5, | TS;
086 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan X X X X X X X T3 | X B2 B2 X X X X X X X X X
087 Inr.jlustri Pengolahan Dan Pengawetan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Lainnya Untuk Ikan
Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan TS, TS,
Ba dan Biota Air Bukan Udang dalam Kaleng X X X X X " s = 2 & B2 B2 = A A X X X X X X
Industri Pengolahan dan Pengawetan T2, TS, TS5,
089 Udang dalam Kaleng X X X X X X T3 I X B2 B2 X X X X X X X X X
090 In.dus'gn Penggaraman /Pengeringan Biota X X X x x X X X I X X X X X X x x X x X X
Air Lainnya
091 Ir?dusp-l Pengasapan/Pemanggangan Biota X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Air Lainnya
092 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
093 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
094 :f;‘f:lf;‘: Pethgian/ Farmentast Biota Ar X x| x| x | x | x| x| x I x | x | x | x| x| x| x x | x | x| x X
095 Lr;?::;g Berbasis Lumatan Biota Air X x| x| x | x | x| x| x I x | x| x | x| x| x| x| x| x| x| x %
096 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air X X X X X X X T2, I X 19, TH; X X X X X X X X X
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Lainnya T3 B2 B2
097 | Industri Pengolahan Rumput Laut X X X X X X| X TI"QS’ I X 252’ 252’ X X X X X X X X X
Industri Pengolahan Dan Pengawetan X X X
098 Lainnya Untuk Biote Air Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X
Industri Pengolahan dan Pengawetan
Buah-Buahan dan Sayuran dengan Cara TS, | T5,
099 Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan dan 2 - X X X X X 0 I X B2 B2 X X & X X X X X X
Dibekukan
100 Industri Pengolahan dan Pengawetan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng
101 Industri Pengolahan Sari Buah dan X X X X X X X X I X TS, | '‘T5, X X X X X X X X X
Sayuran B2 B2
102 | Industri Tempe Kedelai X X X X X X X X I X ESQ’ 1[;2’ X X X X X X X X X
103 | Industri Tahu Kedelai % x| x| x| x | x| x| x 1 X el x x| x| x| % |%] % X
Industri Pengolahan Dan Pengawetan T5 TS
104 | Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya X X X X X X X X I X BQ, BZ’ X X X X X X X X X
Selain Tahu Dan Tempe
Industri Pengolahan Dan Pengawetan TS TS
105 | Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran X X X X X X X X I X BQ’ BQ! X X X X X X X X X
Bukan Kacang-Kacangan
Industri Minyak dan Lemak Nabati dan
. X X X
106 Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit) A A ~ X & % 3 X . & X = N & P - X X
107 | Industri Kopra X X X X X X X TS 1 X X X X X X X X X X X X
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108 | Industri Minyak Mentah Kelapa X X X X X X X I X 5, 5,
¥ P T3 B2 | B2
109 | Industri Minyak Goreng Kelapa X X X X X X X X I X X X
110 | Industri Pelet Kelapa X X X X X X X X | X X X
Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit T2, TS, | TS,
11 1 (Crude Palm 0il) X o Bl Kl BN i B2 K™ : X | B2 | B2
Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit T2, TS, | TS5,
112 | (Crude Palm Kernel Oil) % X| % | % | X 1 X| X ] g9 ‘ X | B2 | B2
Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak T2 TS TS
113 | Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah X X X X X X X ’ I X : : X X X X X X X X X
: ; T3 B2 B2
Inti Kelapa Sawit
Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa T2 TS5 T5
114 | Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa X X X X X X| X T3 I X B2 gy | X X X X X X X X X
Sawit
Industri Pemisahan /Fraksinasi Minyak T2, T5, | T5,
115 Murni Kelapa Sawit - = > X = A & T3 : = B2 B2 = X = = i e & X X
Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak T2, Td, | TS,
116 | Murni Inti Kelapa Sawit - LAt &G & RS g L E imlpmg ]| * % X&) &L [ X} X X
117 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X
118 Industri Mlpyall( Mentah dan Lemak Nabati X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
dan Hewani Lainnya
. ) T2, L2, TS, TS;
119 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim X X X X X X X T3 I TS, B2 B2 X X X X X X X X X
B2
Industri Pengolahan Susu Bubuk dan T2, T2, | T8, || T5,
120 Siigd Kégial X X X X X X X T3 I TS, B2 B2 X X X X X X X X X




o
-..q
1

ZONA/SUB-ZONA " = R oy e o o
o & = =) =] -
Gi | D Lgels ey 2 i E P E R
e g2%  pugsgs| g E‘wgs - g8= uag 8gc| 928 | &3
SE% | 2Bz REfMes| S§ REERY 8P o 83 §% SE5 | of
54 SFE Q= |8 s < 5% g 88 E 58 s 0§ k)
o iz N 2 A & Q%5 o & | &
S3|23s
No 'g g%& c
2 E::: 3
@ |3
KEGIATAN e |
Industri Pengolahan Es Krim dan 15 TS5 TS
121 T g X X X X X X X X I TS, 1 : X X X X X X X X X
Sejenisnya B2 B2 B2
. . T2,
122 lnc_lustrl Pengolahan Produk dari Susu X X X X X X X X I TS, TS, TS, X X X X X X X X X
Lainnya B2 B2 B2
123 | Industri Penggilingan Serelia dan Biji- X x| x| x | x | x| x| x I x | x | x |[x| x| x| x| x| x | x| x X
Bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung)
Industri Penggilingan Beras dan Jagung TS,
il dan Industri Tepung Beras dan Jagung x X X x % - & 5 ! x * B2 A A X X X £ “ % A
125 Industri Pati dan Produk Pati (Bukan Beras X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
dan Jagung)
T2 1 15, | 15
126 | Industri Produk Roti dan Kue X X X X X X X X I TS, BQ, 82’ X X X X X X X X X
B2
. . TS5, | TS,
127 | Industri Gula Pasir X X X X X X X TS I X B2 B2 X X X X X X X X X
=2 | 78, | T8
128 | Industri Gula Merah X X X X X X X X I TS5, ! 4 X X X X X X X X X
B2 B2 B2
5 e TS, | TS,
129 | Industri Sirop X X X X X X X X I X B2 B2 X X X X X X X X X
130 ISr}dustn Pengolahan Gula Lainnya Bukan X X X X X X X X I X TS, | T5; X X X X X X x X X
irop B2 B2
131 Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula X X X X X X X X I T2, TS, IO, X X X X X X X X X
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132 Industri Makaroni, Mie dan Produk
Sejenisnya
133 | Industri Makanan dan Masakan Olahan
Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal
134 :
(Herb Infusion)
135 | Industri Kecap
Industri Bumbu Masak Dan Penyedap
136
Masakan
137 | Industri Produk Masak Dari Kelapa
138 | Industri Pengolahan Garam
139 | Industri Produk Masak Lainnya
140 | Industri Produk Makanan Lainnya

H
-]
-9
=3
ESm
e
v
)
B2
% 15, | TS,
0 | B2 | B2
T2, | 15, | T5,
TS, | g1 | BI1
B2
}‘g’ B1, | BI,
& | B6 | B6
X | X | X
T2,
™ | x | X
B2
T2,
15, | x | x
B2
% T5, | TS,
by | B2 | B2
}? T5, | TS,
o | B2 | B2
T2, | 15, | T5,
Ts. | B2 | B2

n
(KT)

Zona
Perkantoran
Zona Badan

Jalan (BJ)

Pela
Umum (SPU)

Zona Sarana

Badan Jalan
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141 | Industri Makanan Hewan X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
Industri Minuman Beralkohol Hasil
142 Destilasi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Industri Minuman Beralkohol Hasil
143 | Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lainnya
Industri Minuman Beralkohol Hasil
144 Fermentasi Malt dan Industri Malt % X 5 - = & * X X X X X X X X X X X X i b
R . 12, T8, | TS,
145 | Industri Minuman Ringan X X X X X X X X | TS, B2 B2 X X X X X X X X X
B2
Industri Air K dan Air Minum Isi T2, |15, | 15
146 USHT Aur emasan dan A Minum ISt X X| x X % | i x| = I TS5, ' il % | = X X » | = X X
Ulang B2 B2 B2
T2, TS TS
147 | Industri Minuman Lainnya X X X X X X X X I TS, 3 i X X X X X X X X X
B2 B2 B2
148 L’;‘f;’:; Rakolk-dan Rroduk Tembaicn X x| x| x | x | x| x| x 1 x | x | x| x| x| x| x| x| x|x]| x X
149 | Industri Pengolahan Tembakau Lainnya X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
150 }rr;cll(lgzlin Persiapan dan Pemintalan Serat X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan T5, | TS5,
151 Karung Goni dan Karung Lainnya) % X X X X X X X ! X Bl Bl - & - - - X X X X
152 | Industri Kain Tenun lIkat X X X X X X X X I X TS TS X X X X X X X X X
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KEGIATAN

TS

TS5

T5

Industri Bulu Tiruan Tenunan

Industri Penyempurnaan Benang
Industri Penyempurnaan Kain

Industri Pencetakan Kain

Industri Batik

Industri Kain Rajutan

Industri Kain Sulaman

Industri Bulu Tiruan Rajutan

Industri Pembuatan Barang Tekstil, Bukan

Pakaian Jadi

Industri Karpet dan Permadani

Industri Tali dan Barang dari Tali

Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
Industri Yang Menghasilkan Kain

Keperluan Industri

Industri Non Woven (Bukan Tenunan)

Industri Kain Ban
Industri Kapuk

Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring

Industri Tekstil Lainnya

Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan

dan Pembuatan Pakaian)

Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai

Pesanan

Industri Perlengkapan Pakaian yang
Utamanya Terbuat dari Tekstil

153
154
155
156
157

158
159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173
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174 ]ndgstri Pakaian Jadi dan Barang dari X X X x X X X X I X T2 T2 X
Kulit Berbulu
g | focwam Pekaan Jadi Raiytan dug X x| x| x| x |x| x| x 1 [r2|m|m|x| x| x| x| x| x|x]| x X
Sulaman/Bordir
176 Industri Kulit dan Kulit Kolmposxsn X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu
Industri Barang dari Kulit dan Kulit
1597 | Somposisl Kopes, Tas Tatygancan X x|{ x| x | x |x]| x| % I x | x | x |[x| x| x| x| x| x |x]| x X
Sejenisnya, Pelana dan Alat Pengekang
(Harness)
178 | Industri Alas Kaki X X X X X X X X I X T2 T2 X X X X X X X X X
TG | Soustrl EEGeReEIAT Ce ERngawEN: X x| x| x | x | x| x| x I X |2 |m|x|x|x| x| x| x|x]| x X
Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
yap | JRAUERA Vemeer, Kanu Lagis, Kayu X | x| x| x |®m|®| % I £ | %X |2 |x{x|u| & | 2|8 |2 = X
Laminasi dan Sejenisnya
TS, | TS,
181 | Industri Barang Bangunan dari Kayu X X X X X X X X I X B2 B2 X X X X X X X X X
TS, TS,
182 | Industri Wadah dari Kayu X X X X X X X X I X B2 B2 X X X X X X X X X
Industri Barang Lainnya dari Kayu;
Industri Barang dari Gabus dan Barang I X TS5, | TS, | X e x X x X X X
183 Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan 5 = s X £ R X =X B2 B2
Sejenisnya
184 E}eci\t.lasstn Bubur Kertas, Kertas dan Papan X X X X X X X X [ % X X X X X X X X X X X
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Industri Kertas dan Papan Kertas
185 | Bergelombang dan Wadah dari Kertas dan X X X X X X1 X X I X X X X X X
Papan Kertas
186 Industri B_arang dari Kertas dan Papan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Kertas Lainnya
187 | Industri Pencetakan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X
T2
188 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan X X X X X X X X I TS, ESQ’ %}5’ B6 | B6 B6 B6 B6 B6 B6 X X
B2
189 | Reproduksi Media Rekaman X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
190 | Industri Produk dari Batu Bara X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
g | Sadusid Bahen Belerdan Metihls Pelisas X x| x| x | x |x| x| x I x | x | x| x| x| x| x| x| x | x| x %
Hasil Pengilangan Minyak Bumi
192 | jRcust Produk Dari hasil Kilang Minyak X x|l lxix|lx] = I x | x | x| x| x| x| x| x| x |x]| x X
193 | Industri Briket Batu Bara X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
194 | Industri Kimia Dasar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
195 | Industri Pupuk dan Bahan Senyawa X x| x| x| x | x| x| x I X | x | x | x| x | x| x X x | x| x X
Nitrogen
196 Industri Plastik dan Karet Buatan dalam X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Bentuk Dasar
197 Lr;?:rs;;z Pestisida dan Produk Agrokimia X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
198 Industri Cat _dan Tin_ta petak, Pernis dan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak
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TS

Industri Sabun dan Deterjen, Bahan

Pembersih dan Pengilap, Parfum dan

Kosmetik

Industri Perekat/Lem
Industri Bahan Peledak

Industri Tinta

Industri Minyak Atsiri

Industri Korek Api

Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
Industri Barang Kimia Lainnya

Industri Serat Buatan

Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia
Industri Bahan Baku Obat Tradisional

Untuk Manusia

Industri Produk Obat Tradisional Untuk

Manusia

Industri Produk Obat Tradisional Untuk

Hewan

Industri Bahan Baku Obat Tradisional

Untuk Hewan

Industri Ban dan Vulkanisir Ban

Industri Pengasapan Karet

Industri Remilling Karet

No

199

200
2

1

0

202
203
204
205
206
207
208

209

210

211

212
213
214
215
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216 | Industri Karet Remah (Crumb Rubber) X X X X X X X F,[;%’ I X X X X X X X X X X X X
217 | Industri Barang dari Karet Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
218 Industri Barang dari Plastik untuk X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Bangunan
219 Industri Barang dari Plastik untuk X X X X X X | x X I X X X X X X X X X X X %
Pengemasan
220 | Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
221 | Industri Barang dari Plastik Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
222 | Industri Kaca X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
223 | Industri Barang dari Kaca X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
224 | Industri Barang Refraktori (Tahan Api) X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
g5 | Industri Bahan Bangunan dari Tanah X x| x| x | x | x| x| x I X | x | x | x| x| x| x X x | x X X
Liat/Keramik
226 Ipndustn Perlengkapan Rumah Tangga Dari X X X X X X X TS5 I X TS, TH, X X X X X X X X X
orselen Bl Bl
Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari T5, | TS,
227 Tanah Liat/Keramik X X X X X X X TS I X B1 B1 X X X X X X X X X
Industri Alat Laboratorium Dan Alat
228 Listrik /Teknik Dari Porselen X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan TS, | TS,
i Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan o & A = < S - £ ! - Bl Bl i X X X X X X - X
230 | Industri Semen X X X X X X X 'I,.!‘,QS' I X X X X X X X X X X X X
231 | Industri Kapur X X X X X X X TS I X X X X X X X X X X X X
232 | Industri Gips X X X X X X X T2 | X Bl, Bl, X X X X X X X X X
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Industri B Dari S K Gi T8, 5
233 CHW L DATRIK LD S Alen,; Dapife s % X | x % X | X]| % | 18 I X | Bl |BL | X| X | X X X X | x X ) 4
Dan Asbes (Batching Plant) B3 B3
234 | Industri Barang Dari Batu X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
235 L";‘l‘r‘:s;‘; Barang Galian Bukan Logam X x| x| x| x |x| x| x I x | x | x| x| x| x| x| x| x |x]| x X
236 | Industri Logam Dasar Besi dan Baja X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
237 | Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
238 g;ds‘;sm Fembuatan: Logam Daser Buken X x|l x x| x|x|x]| x I X | x | x | x| x| x| x X X | X X x
239 | Industri Penggilingan Logam Bukan Besi X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
240 | Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari
241 Logam Bukan Besi Dan Baja X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
242 It?r‘i‘;f;’:npe“gmaha" Uranium Dan Bijih X x| x X X | x| x| x I X X X | X! % X X X X X X X
243 | Industri Pengecoran Besi dan Baja X X X X X X X X [ X X X X X X X X X X X
244 Industr} Pengecoran Logam Bukan Besi X X X X X x| x X I X X X X X X X X X X
dan Baja
Industri Barang Logam Siap Pasang untuk
245 | Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Generator Uap
246 | Industri Senjata dan Amunisi X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Industri Penempaan, Pengepresan,
247 Pencetakan Dan Pembentukan Logam; X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
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Metalurgi Bubuk
Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan
248 Khusus Logam Dan Barang Dari Logam X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan TS, | T5,
249 Untuk Pertanian X X X X X X X X I X B1 Bl X X X X X X X X X
250 Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan X X X X X X X X I X TS, TS X X X X X X X X %
Pertukangan Bl Bl
251 !ndustr} Alat Potong Dan Perkakas Tangan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga
252 | Industri Peralatan Umum X X X X X X X X I X ‘1];5'1’ gsl’ X X X X X X X X X
ggn, | choues Bmpes, Nuing, D Dyl Wedi X | x| x| x| x|x|x|x 1 X | x | x |[x| x| x| x| x| x |x]| X X
Sejenis Dari Logam
Industri Barang Dari Kawat Dan Paku, Mur T5, | T5, X X X X
» X
254 | Dan Baut, Bukan Kabel Logam X Rl X | X | X (X1X | 18 ! |18 (@ | &) & | X X
255 | Industri Barang Logam lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
256 | Industri Komponen dan Papan Elektronik X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
257 | Industri Komputer dan Perlengkapannya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
258 | Industri Peralatan Komunikasi X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
259 Industri _Peralatan Audio dan Video X X X X X X X X I X X X X X X X X X % X X
Elektronik
Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan
260 Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu < A & 2 - a i & } i A - X % X # # X X A A
261 Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X

Perlengkapan dan Sejenisnya
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KEGIATAN 3 [ 2 B Z
Industri Perqlatan Elektromedikal dan x X X X X x | x X I X X X X X X X x X X X X
Elektroterapi
Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen X X X
262 Optik Bukan Kaca Mata X X X X X X X X I X X X X X X X X X
263 | Industri Media Magnetik dan Media Optik X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Industri Motor Listrik, Generator,
264 | Transformator dan Peralatan Pengontrol X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
dan Pendistribusian Listrik
265 {‘ril:%si{trl Batu Baterai dan Akumulator X X X x X x| x X I X X X X X X X X X X X X
266 | Industri Kabel dan Perlengkapannya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Industri Peralatan Penerangan Listrik
267 | (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan X X X X X X| X X I X X X X X X X X X X X X
Listrik)
268 | Industri Peralatan Rumah Tangga X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
269 | Industri Peralatan Listrik Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
270 | Industri Mesin untuk Keperluan Umum X X X X X X X T5 I X 'gsl’ le’ X X X X X X X X X
271 | Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X
Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk
272 | Pengerjaan Logam, Kayu dan Bahan X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X
Lainnya
273 | Industri Mesin Metalurgi X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X
274 Industri Mesin _Penambangan, Penggalian X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
dan Konstruksi
275 | Industri Mesin Pengolahan Makanan, X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
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Minuman dan Tembakau
276 | enets Mo Tolstil, Pakaius Jadidan D x| x| x | x | x| x| x I x | x| x | x| x| x| x| x| x |x]| x X
277 | Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
278 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat X x X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
atau Lebih
Industri Karoseri Kendaraan Bermotor
279 | Roda Empat atau Lebih dan Industri X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Trailer dan Semi Trailer
Industri Suku Cadang dan Aksesori TS TS
280 | Kendaraan Bermotor Roda Empat atau X X X X X X X TS I X B 1’ Bl’ X X X X X X X X X
Lebih
281 | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu X x| x| x| x | x| x| 15 I X '11;5; AR I ERERE . X x | x| x X
282 | Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
283 Industri Pesawat Terbang dan X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Perlengkapannya
284 | Industri Kendaraan Perang X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
285 | Industri Alat Angkutan Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
286 | Industri Furnitur X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
287 | Industri Permata X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Industri Barang Perhiasan Dari Logam I X X X X X X X X X X X X
“a8 Mulia Untuk Keperluan Pribadi & o o o X % - X
Industri Barang Perhiasan Dari Logam b4 X X X X X X X
289 Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi = “ - - - - - - ! X 2 X X
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Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk
290 Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium X X 5 K X X A A i x = = i s = A = A i = A
291 | Industri Perhiasan Mutiara X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X
292 | Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia X X X X X X | X X I X X X X X X X X X X X X
293 [Sr;i:nsltsn rerhiananioitasl. dan Bareng X x| x| x| x | x| x| x 1 X | x| x | x| x| x| x X | x | x| x X
294 | Industri Alat Musik Tradisional X X X X X X X X I X ;5;’ LE;’ X X X X X X X X X
295 | Industri Alat Musik Bukan Tradisional X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
296 | Industri Alat Olahraga X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
297 Ln;?aism Alat Permainan dan Mainan Anak- X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
g9g | Industri Peralatan Kedokieran dan X X | x| x | x | x| x| x I X | x| x | x| x| x| x X X | x X X
Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya
299 Lndustn Alat Tulis Dan Gambar Termasuk X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
erlengkapannya
300 | Industri Pita Mesin Tulis/Gambar X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
301 Industri Kerajinan X X X X X X X TS I X TS TS X X X X X X X X X
302 :ai';f;g;g :Ia“m Untuk Pelindung X x| x| x | x | x| x| x I x | x | x | x| x| x| x x | x | x| x X
303 | Industri Serat Sabut Kelapa X X X X X X X ED 1 X TS TS X X X X X X X X X
304 | Industri Produksi Radioisotop X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
305 | Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
306 | Industri Pengolahan Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
307 | Reparasi Produk Logam Pabrikasi X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
308 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum X X X X X X X X I X T2, T2, X X X X X X X X X
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T3, T3,
B1, | Bl,
B6 B6
T2, | T2,
T3 T3
309 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus X X X X X X X X I X Bl, Bl, X X X X X X X X X
B6 B6
T2, T2,
T3, | T3,
310 | Reparasi Peralatan Elektronik dan Optik X X X X X X X X I X B1 B1 X X X X X X X X X
B6 B6
T2, T2,
; R T3, T3,
311 | Reparasi Peralatan Listrik X X X X X X X X I X B1 B1 X X X X X X X X X
B6 B6
T2; T2;
319 | Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan X X X X X x| x X I X T3, | T3, | x X X b, & X X X X X
Bermotor Bl Bl,
B6 B6
12, | T2,
. . T3, T3,
313 | Reparasi Peralatan Lainnya X X X X X X X X I X B] B1 X X X X X X X X X
B6 B6
12, T2,
314 lnstalasj /Pemasangan Mesin dan Peralatan X X X X X X X X I X T3, | T3 X X X X X X X x X
Industri B1, Bl1,
B6 B6
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F PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
315 | Penyediaan Tenaga Listrik I I X X 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I T12
316 | Penunjang Tenaga Listrik | I X X I X I 1 1 I I I I I 1 I I I 1 | T12
317 Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan I I X X I I I I I X X X I I I I I I I I T12
Buatan
318 Pengadaan U_ap/ Air Panas, Udara Dingin I I x X I X I I I X X X X X X I I I X I T12
dan Produksi Es
G TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI
Penampungan, Penjernihan dan
319 Penyaluran Air Minum I I I X X X I I 1 I I I I I I I I I I I I
320 | Penampungan dan Penyaluran Air Baku 1 | X X | X 1 I | X I I X X X X X X X I X
321 | Aktivitas Penunjang Treatment Air X X X X X X X X I I I I I I I I I I I I X
322 | Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya X I I I X X I I I I I I I I I I I I I I X
323 | Pengumpulan Air Limbah Berbahaya X X X X X X | X X I X X X I I I I I I I X X
304 Treatment dan Pembuangan Air Limbah X X X X X X X I I X X X T3 X X X % X X X X
Tidak Berbahaya
325 Treatment dan Pembuangan Air Limbah X X X X X X X X I X X X T3 X X X X X X X X
Berbahaya
326 Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak X I I I X X I I I I I I I I I I I I I I X
Berbahaya
327 | Pengumpulan Limbah Berbahaya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
32g | [reatment dan Pembuangan Sampah Tidak X x| x| x | x | x| x| 1 I X | x |3 |m|™|m| ™| 1|1 || 1 X
Berbahaya
329 Treatment dan Pembuangan Limbah X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
Berbahaya
330 | Pemulihan Material Barang Logam X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
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331 | Pemulihan Material Barang Bukan Logam X X
Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan
332 Limbah dan Sampah Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
H KONSTRUKSI
T2
T6 6 T6 ; T2, | T2, { T2, T2, T2, | T2,
333 | Konstruksi Gedung Hunian X X X X X X| T | T9 T7 TS, TS’ T8, T3 | T3, | T3, T3, T3, T3, | T3, X X
; T7 T7 T6 T6 T6 T7
7
342 | Konstruksi Gedung Perkantoran X X X X X X X X I T3 T3 T3 | T3 | T3 T3 I 1 I I T3 X
353 | Konstruksi Gedung Industri X X X X X X1 X X 1 X X X X X X X X X X X X
T3, | T3,
T3, | 14, | T4
354 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan X X X X X X X X X T4, | ) 0’ Tl(; X X X I I I X X X
Ty |11
AEE
355 | Konstruksi Gedung Kesehatan X X X X X X X X | T4, T1 d Tld I I I I I I I X X
Tig T11 | T1l
I
356 | Konstruksi Gedung Pendidikan X X X X X X X X X T4, ,]..10’ Tld I I I I I I [ X X
TiL 1 m11 | T3
357 | Konstruksi Gedung Penginapan X X X X X X X X I X X X X X X I [ I X X X
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan T2, T2, | T2, T2,
358 Olahraga X X X X X X X X I T3 T3 T3 | I I I I I T3 X X
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T3 T3, T3,
Konstruksi Gedung Lainnya (Tempat | T4, | T4,
359 Ibadah, dan lainnys) X X X X X X X X I T’I“I%i T10, | T10, I I I I I I I I X
Ti1 | 'T11
Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bl1, Bl, | BI,
360 Bangunan Gedung X X X X X X X X Bl X X X X X X B2 B2 B2 X X X
361 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan I 1 | I I 1 1 I 1 I I I | 1 I I | 1 I 1 T12
Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan,
362 Jalan Layeng. Fly Over, Dan Underpass | I I I I I 1 I I I I I I I I [ I I I I T12
363 | Konstruksi Jalan Rel | I | I I I I I 1 I 1 I I I I [ 1 I [ I T12
364 | Konstruksi Terowongan I | | I I | I I I 1 I I | 1 I I I I 1 T12
365 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase I I I I I I I I I I I | I 1 I I 1 | I | T12
366 gce)?ss;;rukm Bangunan Sipil Pengolahan Air I I I I I I I I I I I I I I I X X X I [ T12
Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan
367 | Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, I I I I X 1 X X I X X X X X X X X X X X X
Cair, dan Gas
368 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal I 1 | 1 X I X X | X X X X X X T2 T2 T2 T2 X X
ang | Constdsi Bangutag Sipl Tolckamunikam I 1|1 I x | 1| x| x I 2 |2 |2 |T2|T|T™| ™| ™| ™|™| X | T2
untuk Prasarana Transportasi
370 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi I 1 I I X 1 X X I T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 X X
371 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah I I 1 I I I I I I T2 T2 T2 || T2 | T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 X
a7y | KonstruksiJaringan Irigasi, Komunikasi, 2 (T2l T2 | |2 ||| T |T2|T|T™|[T™|T|T| 7| T|1™|T7]| T T2
dan Limbah Lainnya
373 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya | I I I X X X X I X X X T2 | T2 T2 T2 T2 T2 I X X
374 | Konstruksi Khusus Bangunan Sipil I I I 1 X X X X I X X X T2 | T2 T2 X X X X X X
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Lainnya
375 Jasa Pekeljag_r} Konstruksi Prapabrikasi X X X X X X X X I X X X X X X I I I I X X
Bangunan Sipil
376 | Pembongkaran I 1 | X X 1 I I I 1 I I I 1 I 1 I 1 I
377 | Penyiapan Lahan I I I X X I I | I I | I I I I I 1 I I
378 | Instalasi Sistem Kelistrikan I 1 1 X X X X T5 TS TS TS | TS | TS TS5 TS TS TS TS TS X
379 | Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas X x| x| x | x | x| x| x ™ |15 |T™ | 1™ |15| ™ |15| 1 | 5| T |[T5]| T5 X
dan Pendingin
380 | Instalasi Mekanikal X X X X X X X X I I I I 1 I I I I I 1 1 X
agy | (Deta asi Meteorologi, Klimatologl Dan X x| x| x | x |x| x| x I x | x| x| x| x| x| x| x| x |x]| x X
382 | Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
383 | Instalasi Nuklir X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
384 | Instalasi Konstruksi Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X X X X X | X
385 | Penyelesaian Konstruksi Bangunan X X | TS TS S | X | X X I [ I I I I I 1 [ [ I I I
386 | Konstruksi Khusus Lainnva X X X X X X X X I X X X X X X 1 I I I I X
I PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
T2, | T2, | T2;
5 T3, T3, T3,
387 | Perdagangan Mobil X X X X X X X X X T4, | T4, T4, X X X I [ I X X X
Bl Bl Bl
T2, T2, T2,
. ) T3, | ‘I3, | ‘T3,
388 | Reparasi Mobil X X X X X X X X X Ta4, T4, T4, X X X I I I X X X
Bl B1 Bl
389 | Pencucian dan Salon Mobil X X X X X X X X X T2, T2, T2, X X X I I | X X X
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T3, T3,
T4, T4,
Bl Bl
T2, T2,
Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori T3, T3,
390 Mobil X X X X X X X X X T4, T4,
B1 Bl
T2, T2,
T3, T3,
391 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru X X X X X X X X X T4 T4
Bl Bl
T2, T2,
T3, T3,
392 | Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas X X X X X X X X X T4 T4
Bl Bl
T2; T2,
T3, T3,
393 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru X X X X X X X X X T4 T4
Bl Bl
T2, T2,
T3, T3,
394 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas X X X X X X X X X T4 T4
Bl Bl
T2, T2,
Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda 13, | T8,
895 | Motor dan Aksesorinya A £ & X & s & X . T4, | T4,
Bl Bl
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T2, | T2, | T2,
Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda T3, T3; T3,
396 Motor dan Aksesorinya X X i - - = i - X T4, T4, T4, X X X . . i X X X
B1 B1 Bl
T2, | 12 | T2
. T3, | T3, | T3,
397 | Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor X X X X X X X X X T4 T4 T4 X X X TS TS TS X X X
Bl Bl Bl
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa
398 {Fee] atan Kontrek X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
agg | Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan x x | % X x |zl x| % X X x x %] x X | 15 | 15 | 15 | X X X
Hewan Hidup
400 | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan X % | % | x | % | %] x| % X ¥ | x | xi{x| x | % I 1 1 | x| X X
Minuman Hasil Pertanian
Perdagangan Besar Bahan Makanan dan
481 Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan A " & e - I & # 8 X & = & X % l . L A X X
Perdagangan Besar Makanan dan
402 Minuman Lainnya dan Tembelkau X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
403 Perdagan_gan Besar Tekstil, Pakaian dan X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X x
Alas Kaki
404 Perdagangan Besar AIat_ Tulis dan Hasil % X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
Pencetakan dan Penerbitan
405 Perdagangap Besar Alat Fotografi dan X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
Barang Optik
406 Perdaggngan Besar Farmasi, Obat, dan X X X X X X X X X X X X X e X I I I X x x
Kosmetik
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407 Perdagangan Bcsa_r Barang Keperluan X X X X X X X X X X X X
Rumah Tangga Lainnya
Perdagangan Besar Komputer,
408 Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak - & A A % * & A % » = £ x " 4 ' : ! * X %
Perdagangan Besar Suku Cadang
409 | Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi X X X X X X X X X X X X X X X I I 1 X X X
dan Bagian-Bagiannya
410 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
Perlengkapan Pertanian
411 | Perdagangan Beaar Mesin, Peralatan dan X x| x| x | x | x| x| x X X | x | x | x| x | x I I 1 | x| X X
Perlengkapan Lainnya
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat,
412 Cair dan Gas dan Produk X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
413 | Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam X X X X X X X X X X X X X X X 1 | I X X X
T2, g b
Perdagangan Besar Bahan dan T3, | T3,
414 | b lengkapan Bangunan X | % % X | X{ X | X X X |14 |14 | X| X X I I I X X X
Bl Bl
Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam,
415 | Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif dan X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
Pembangkit Radiasi Pengion
a16 | peraagangan Besar Bahan dan Barang X x| x| x | x | x| x| x X x | x| % | x| x| x| 1 I 1| x| x X
B e e Dol TSRO Lty X x| x| x| x | x| x| x X X | x| x | x| x| x| 1 1 1| x| X X
ermasuk Barang Sisa dan Potongan
418 | Perdagangan Besar Berbagai Macam X X X X X X X X X X X X X X X I I 1 X X X
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Barang
; T2, ‘T2,
Perdagangan Eceran Berbagai Macam T3 T3,

419 Barang Yang Utamanya Makanan, T4’ T4, T1o,
Minuman Atau Tembakau Di T10 T10 T11
Minimarket/Supermarket/Hypermarket B1 ' Bl '

Perdagangan Eceran Berbagai Macam T2 T2
Barang Yang Utamanya Makanan, T3, T3,

420 | Minuman Atau Tembakau Bukan Di T4 T4: T10,
Minimarket/Supermarket/Hypermarket T 16 T10 T11
(Tradisional/Warung/Toko Bahan Bl Bl
Kebutuhan Pokok)

T2,
Perdagangan Eceran Berbagai Macam T3

421 Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, X T4, T10,
Minuman Atau Tembakau Di Toserba Tld, T11
(Department Store) Bl
Perdagangan Eceran Berbagai Macam T2,

Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, T3, T10,

422 | Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang I T4, T11
Kelontong) Bukan Di Toserba (Department T1Q,;

Store)/di Toko Barang Kelontong Bl
T2, T2,

423 Perdagangan Eceran Khusus Komoditi T3 T3 I
Makanan dari Hasil Pertanian di Toko T4 T4

424 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol X X I

(KT)

Zona
Perkantoran
Zona
Peruntukan
Lainnya (PL)
Zona Badan
Jalan (BJ)
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; : T2, T2, T2,
425 gerdzl:lfa;glan Eceran Minuman Tidak X X X X X X X X X T3, T3, T3,
craticono T4 | T4 | T4
T2, | T2, | T2,
4p¢ | Prrdagangan Beeran Khiisus Rokok dad X x| x| x | x | x| x| x X |13 |13 | T3 | x| x | x| 1 1 1| x| x X
Tembakau di Toko
T4 T4 T4
T2, T2, T2,
427 Perc!agangan 'Ec'eran Khusus Makanan X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X I I I X X X
Hasil Industri di Toko
T4 T4 T4
T2; T2, T2,
428 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X I I I X X X
Kendaraan Bermotor
T4 | T4 | T4
Perdagangan Eceran Khusus Komputer T2, | T2, | T2,
429 | dan Perlengkapannya; Piranti Lunak dan X X X X X X X X X T3, | T3, | T3, | X X X I I I X X X
Perlengkapan Telekomunikasi di Toko T4 T4 T4
Perda E Kh Peralata L5 48 2e
430 lagangan Eceran Khusus Peralatan X X X % X X X X X T3, T3, T3, X X X I I I X X X
Audio dan Video di Toko
T4 | T4 | T4
. T2, T2, T2,
a3y || PSSR P Khmsos Tell X x| x| x | x | x| x| x X |13 |™3 | T | x| x| x| 1 1 1 | x| x X
oo T4 | T4 | T4
T2, | T2, | T2,
432 Perdagangan Eceran Khusus Barapg dan X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X I I I X X X
Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko T4 T4 Ta
Perdagangan Eceran Khusus Karpet, T2, | T2, | T2,
g Permadani dan Penutup Dinding dan X x X - “ T " X T3, | T3, | T3, X X . : : ! i & N
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Lantai di Toko | T4 T4 T4
Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, T2 T2 T2
434 Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan X X X X X X X X X T3, | T3, | T3, X X X I 1 I X X X
Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga T4 T4 T4
Lainnya di Toko
ford - i 8 T2, | T2, | T2,
435 erdagangan ccran' .usus arang X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X 1 1 i X X X
Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus T4 T4 T4
i T, | T2, | T2,
436 Perdggangan Eceran I_(husps lf'akalan, Alas X X X X X X | X X X 3, | T3, | ‘13, | X b'e X I I I X X X
Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko T4 T4 T4
T, |12, | T2,
437 Perdaga:ngan Eceran B?.raqg Dar} Obat X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X I | 1 X X X
Farmasi Untuk Manusia Di Apotik T4 T4 T4
T2, | T2, | T2
438 Perdaggngan Eceran Bfirang Dan Qbat . X X X X X % X X X T3, T3, T3, X X X 1 1 1 X X X
Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik T4 T4 T4
“ T2, | 12, | T2,
439 Perdagangan Eceran Obat Tradisional X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X 4 I I 1 X X X
Untuk Manusia T4 T4 T4
] =, | T2, | T2,
440 ;erdaggmgan Eceran Kosmetik Untuk X X X X X X X % X T3, TS, TS. X X X I I 1 4 X X
anusia T4 T4 T4
Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, T2, | T2, | T2,
441 | Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk X X X X X X X X X T3, | T3, T3, X X X I I I X X X
Manusia T4 T4 T4
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Perdagangan Eceran Barang Dan Obat T2, | T2,
442 | Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X I I I
Bukan Di Apotik T4 T4 T4
Perd E Obat Tradisi 1 T2, T2, e
443 erdagangan Lceran at Tradisiona X X X X X X X X 54 T3, T3, T3, X X X I I 1 X X X
Untuk Hewan
T4 T4 T4
: T2, T2, T2,
444 ;erdagangan Eceran Kosmetik Untuk X X X X X % X X X T3, T3, T3, X b ¢ X I I 1 X X X
cwan T4 | T4 | T4
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan T2, | T2, | T2,
445 | Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X [ I I X X X
Dan Kosmetik Lainnya T4 T4 T4
Perd E Kh B B T2, T2, T2;
446 szl" aganga;x kceran usus Barang Baru X X X X X X X X X T3, T3, T3, X b X [ I I X X X
mnya D1 TokKo T4 T4 T4
T2, T2, T2,
447 P(?rdagangan Eceran Khusus Barang Bekas X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X I I I X X X
Di Toko
T4 T4 T4
T2, T2, T2,
44g | Perdagangan Eceran Khusus Hewan X x| x| x| x | x| x| x X |13 | T3 |M3 | x| x| x| 1 1 1| x| x X
Piaraan Dan Hewan Ternak
T4 T4 T4
Perd B B P T2, T2, T2,
449 erdagangan Eceran Bunga otong, X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X [ 1 I X X X
Tanaman, Pupuk Dan Di Toko
T4 T4 T4
Perdagangan Eceran Bahan Kimia, T2, | T2, | T2,
450 Aromatik /Penyegar (Minyak Atsiri), Dan " 2 % X A X £ x X T3, | T3, | T3, A = B l : I X X X
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Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk 7 T4 T4
Kendaraan Bermotor Di Toko
.. T2, T2, T2,
451 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan X x| x| x | x | x| x| x X ™, | 13, | T3 | x| x | X I I 1 | x X X
Lukisan Di Toko
T4 | T4 | T4
T2, T2, T2,
452 E:rdagangan Eceran Khusus Barang X X X X X X X X X T3, 13, TS x x 5 1 I I X X X
SIS T4 | T4 | T4
o T2, T2, ™,
453 gerdaga"g&n Eceran Kaki Lima dan Los X x| x| x| x | x| x| x X 3, | 13, | T3, | X | X | X 1 I 1 | x| x X
asar T4 | T4 | T4
Perd E Melalui P g T2, | T2,
qog. || S TOMBRtEAT ECRCRL SN Dueannan X X | % X X Ixi x| x X i 9w | X ® @ X I I I % X 4
Pos Atau Internet T4,
T4 T4
TS5
Perd E A D Balas J ¥§’ 12, T2,
455 erdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa X X X X X X X X X 3 T3, T3, X X X I I I X X X
(Fee) Atau Kontrak T4,
T4 T4
T5
Perd E Bukan Di Toko, Ki g T2, | T
456 | creagangan Eceran Sukan Ul 10ko, Rios, X X | x - 4 X |lx| x| % X 73 178 | X | % X 1 I I X X X
Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya T4, T4 T4
TS
J PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
457 | Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang I I 1 I X X I I I I I I I 1 [ I I | I I I
458 | Angkutan Jalan Rel Untuk Barang I I I I X X X I I X X X X X X I [ I X X X
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459 | Angkutan Bus Dalam Trayek X X | X % X | X| X | X I I I I il X I I I X X
460 | Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek X X X X X X X X I X X X I X X I I I X X X
461 | Angkutan Melalui Saluran Pipa 1 1 I I 1 I I I 1 1 | I 1 I 1 I I I I I |
43 | Aogkutan Darat Bukhn Bus untk X x| x| x | x |x]| x| x I I I O I O I O ' I 1| x| x X
Penumpang, Dalam Trayek
Angkutan Darat Lainnya untuk
463 | Penumpang (taksi, bajaj, ojek, becak, dan X X X X X X X X I I I I I I I I I I X X X
lainnya)
464 | Angkutan Darat untuk Barang X X X X X X I I I X X X X X X | I I X X X
465 Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
untuk Penumpang
466 | Angkutan Jalan Rel Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
goy | oeenenLAuLDaln N Hamk X x| x| x | x |m| x| x|Tm| x| x| x|x|x|x|x|x|x|x]| x X
enumpang
468 | Anskutan Laut Luar Negeri untuk X x| x| x | x |m| x| x|T2m| x| x| x|x|x|x| x| x| x|x]| x X
enumpang
469 | Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang X X X X X T3 X X T2, T3 X X X X X X X X X X X X
470 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang X X X X X T3 | X X T2, T3 X X X X X X X X X X X X
471 | Angkutan Sungai, Danau dan X x| x X X |T3| X | x |[T213| X X X | x| % x X ® X | x X X
Penyeberangan untuk Penumpang
472 | Angkutan Sungai, Danau dan X x| x| x | x |m| x| x |12 x| x| x|x|x|x]| x X X | x| x X
Penyeberangan untuk Barang
473 | Angkutan Udara untuk Penumpang X X X X X X | X X T2, T3 X X X X X X X X X X X X
474 | Angkutan Udara untuk Kargo X X X X X X X X T2, T3 X X X X X X X X X X X X
475 | Pergudangan dan Penyimpanan X X X X X X X X T2, T3 X X X X X X X X X X X X
476 | Aktivitas Cold Storage X X X X X X X X T2, T3 X X X X X X X X X X X X
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477 | Aktivitas Bounded Warehousing atau X x| x| x| x | x| x| x |1 x| x| x |x| x| x| x X X
Wilayah Kawasan Berikat
478 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi X X X X X X X X T2, T3 X X X X X X X X X
479 | Aktivitas Penyimpanan B3 X X X X X X X X T2, T3 X X X X X X X X X
480 g:ﬁ‘g“iﬁf Penyimpanan Sumber Radiasi X x| x| x | x|x| x| x|mm| x| x| x|x| x| x| x x | x
Penyimpanan yang Termasuk Dalam
481 | Naturally Occuring Radioactive Material X X X X X X X X T2, T3 X X X X X X X X X X X X
(Norm)
482 | Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X
483 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya X X X X X X X X I X X X X X X I I I X X X
484 | Aktivitas Terminal Darat X X X X X X X | I X X X I X X I X X X X X
485 | Aktivitas Stasiun Kereta Api I I X X 1 I I 1 1 I I I | | I I I I I 1 X
486 | Aktivitas Jalan Tol 1 I X X I I I | I I 1 I | | 1 I I I I I [
487 Aktivitas Pgrparklran di Badan Jalan (On x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Street Parking)
4gg | Akuvitas Perparkiran di Luar Badan Jalan X 3|13 | T | T3 |T3| X | X ™™ |1 | ™| ™ || ™| ™| ™1 |1 13 b
(Off Street Parking)
489 ‘2;‘;2;5 Penunjang Anghntan Dasat X X | x| x| x | x| x| x T3 X | x | x | x| x| x| x X | x | x| x X
490 | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut I X X X X X X X T3 X X X X X X X X X X X X
491 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai I X X X X X X X T3 X X e X X X X X X X X X
dan Danau
492 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan I X X X X X X X T3 X X X X X X X X X X X X
Penyeberangan
493 | Aktivitas Pelabuhan Perikanan I X X X X X X X T3 X X X X X X X X X X X X
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Aktivitas Pengelolaan Kapal

KEGIATAN

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)

Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan
Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya

Lainnya
Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa
Pelayanan Navigasi Penerbangan

Aktivitas Kurir
Hotel Bintang
Hotel Melati
Pondok Wisata

Aktivitas Pos

No
494
495

7

496
49
498
499
500
K
501
502
503
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Bl Bl
TZ; T2;
. . T3, T3,
504 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) X X X X X T4 Ta I X
Bl Bl
505 Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan x X X X X X X X X
dan Taman Karavan
506 | Villa X X X X X X X X X I I X X X X
507 | Apartemen Hotel X X X X X X X X X X X X X X X
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek }?g’ $§’
508 | Lainnya (Resort, Bungalo, Cottage, X X | X X X T4 | T4 I X
Guesthouse) Bl Bl
T2 T2, T2,
: — T3, | T3, | T3,
509 | Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama) X X X X T4, T4, T4, I X
Bl B1 Bl
T2, T2, T2,
Penyediaan Akomodasi Lainnya (Pondok T3, | T3, | T3,
10 | pekerja) = X1 x| 3 T | T4, | T4 I X
Bl B
T2, T2, 248
511 Eir;{'edlaan Akomodasi Lainnya (Rumah X x | x X $2 ;2, %:n I X
Bl Bl Bl
512 | Penyediaan Akomodasi Lainnya (Rumah X X | X X 12, | T2, | T2, I X
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Sewa) T3, T3, T3,
T4, T4, T4,
Bl Bl Bl
TR, 1 T2, | T2,
T3, T3, T3,
513 | Restoran X X X X X X X X X T4, T4, T4, X X X I I I X X X
Bl Bl Bl
T2
12, | 12, | T2, | oy | T2 | T2, T2,
T4, | T3, | I3, T3, | T8, T3,
514 | Warung Makan/Rumah Makan (Foodcourt) X X X X X X X X | T4, T4, T4, '1:4 T4, | T4 [ I I T4, X X
B1 B1 B1 B1 Bl B1
Bl
T2
T2, T2, T2, ,1..’3 T2, | T2 T2,
. T3, T3, T3, T8, | I3, T3,
515 | Kedai Makanan X X X X X X X X I T4, T4, T4, '1‘,4 T4, | T4, I I I T4, X X
Bl B1 B1 Bl B1 B1
Bl
Penyediaan Makanan Keliling/Tempat T1 | p T, |7, |1, [T T, | T, | M Tl o
516 | Tidak Tetap - Llm| ¥ E R FATRT g B (gl | B8 | 28 ]| * =
Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu
517 | (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga X X X X X X X X ) T3 T3 T3 X X X I I I X X X
Periode Tertentu
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KEGIATAN 4
518 | Bar X X
519 Klub M.':}lam atau Diskotek yang Utamanya X X X X X X X X X X X X X X T1 T1 T1 X x
Menyediakan Minuman
T2
T2, || T2, | T2, .1:3 12, | T2, T2,
: ; T8, || T3, | T3 T3, | ‘T3, T3,
520 | Rumah Minuman/Café X X X X X X X I T4, T4, T4, '1:4 T4, | Ta, [ I I T4, X
B1 B1 B1 Bl B1 Bl
Bl
T2
T2, T2; T2; '1:3 T2 T2, 12,
e T3; T3, T3, T3, T3, T3,
521 Kedai Minuman X X X X X X X I T4, T4, T4, 1:4 T4, | T4, I I I T4 X
Bl Bl Bl Bl Bl Bl
Bl
T2
E2; T2, T2, T,3 T2 T2, T2,
’ o s T3, T3, T3, T3, T3, T3;
522 | Rumah/Kedai Obat Tradisional X X X X X X X I T4, T4, T4, '1:4 T4, | T4, I [ I T4 X
Bl Bl B1 Bl B1 Bl
Bl
553 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat 2 L, PN e e I 1 1 TUlpg |, | 1, | T, | o1, | T, X
Tidak Tetap 'I‘JS T3 ’ T3 T3 T3 T’3 T3 T3 T3 T3 T3 T3
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Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan T2, | T2,
it Terbitan Lainnya (Media Cetak) X X X X - o~ ok X X X T3 T3 > - - ! ' . 4 = X
525 | Penerbitan Piranti Lunak (Software) X X X X X X X X X X ';% ?;.23 X X X I | I I X X
526 Aktivitas Produksi .G.ambar Bergerak, Video X X X X X X X X X X T2: T2r b X X I 1 I 1 X b4
dan Program Televisi T3 T3
507 Aktivitas Pascg;:_nroduk& Film, Video, dan X X X X X X X X X X T2, T2 X X X I I I I X X
Program Televisi T3 T3
Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, T2, | T2,
— Video dan Program Televisi X X X X X X X X - - T3 T3 it - - A . . : X X
529 | Aktivitas Pemutaran Film X X X X X X X X X X TT%’ ',Il‘%’ X X X I I | [ X X
530 | Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan X x | x X x | x| x X X x | T2 | T2, | v | x X I I I I X X
Musik T3 T3
531 Penyiaran Radio X X X X X X X X X X TI'QS, r,l;%’ X X X I I I I X X
532 Aktlvgrgs Penyiaran dan Pemrograman X X X X X X X X X X T2, T2, X b4 X I I 1 I X X
Televisi T3 T3 |
533 | Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel | I X X X X I | | I I | I I | I | 1 I [ T12
534 | Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel I I X X X X I I i I 1 I i I [ I | I I I T12
535 | Aktivitas Telekomunikasi Satelit | | X X X X I | I I I I | | I I I I I I T12
536 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya I I X X X X I 1 I I I I I I I I I I I [ T12
Aktivitas Pemrograman, Konsultasi T2, T2,
537 Komputer dan Kegiatan X X X X X X X X X X T3 T3 X X X I I I I X X
538 | Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan X X X X X X X X X X T2, T2, X X X I [ I 1 X X
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KEGIATAN & ® | & | o
Kegiatan ; Portal Web ‘ T3 T3
539 | Aktivitas Jasa Informasi Lainnya X x| x| x | x | x| x| x X X % T].% x| x | x I I I I X X
M_ | AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI
540 | Bank Sentral X X X | X | X [X] X ]| X X X | X | X [ X] X | X I I 1 I X X
=
T2, | T2, | £y | T2, | T2, T2,
T2, T3, 13, | T3, T3, | T3, T3,
541 | Bank Umum X x| x| x | x |x|x|x |@e| X || | e | e I I U | X X
Bl | Bl Bl | Bl Bl
Bl
™
T2, | T2, | 05 | T2 | T2, T2,
Bank Perkreditan Rakyat dan Bank T2, T3, T3, T3, T3, T3, T3,
%42 | Pembisyaan Rakyat Syariah X XX | X [ X | X/ X | X Irgpr| X | 714 | s, 1o | T | T4, [ 1 I oime, | X B
Bl | Bl Bl | BI B1
Bl
T
T2, | T2, | £y | T2 | T2, T2,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan T2, T3, T3, T3, T3, | T3, T3,
543 | pinjam X XX X X X X X drgpr | X |ma | T4 || 4 Te | ! ! I e | X A
Bl | Bl Bl | Bl B1
Bl
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No
<
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T2
%’ T3
544 | Lembaga Keuangan Mikro T4 )
il
Bl
545 | Perantara Moneter Lainnya X X X X X X X X X X X X I X X
546 | Aktivitas Perusahaan Holding X X X X X X1 X X [ X X X X X X
547 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan X X X X X X X X X X X X X X X
548 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) X X X X X X X X X X X X X X X
549 | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) X X X X X X X X X X X X X X X
550 | Perusahaan Pembiayvaan X X X X X X X X X X X X X X X
T3, w ) T2,
: T4, + | T3,
551 | Pergadaian X X X X X X X X X B1 T4 X X X X X X
B2 Bl
552 | Perusahaan Modal Ventura X X X X X X X X X X X X X X X X X
553 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur X X X X X X X X X X X X X X X X X
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
et Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) X x X - X X X X X X X X X X s X "
555 Aktmtas. Jasa Keuangan.Lamnya , Bukan X X X X X X X X X X X X X X X X X
Asuransi dan Dana Pensiun
556 | Asuransi dan Penjaminan X X X X X X X X X I2, X X X X X X

T3,

Zona
T
-y )
Zona
Perkantoran
(KT)

Zona Sarana
Pelayanan
Umum (SPU)
Jalan (BJ)

Peruntukan
Lainnya (PL)
Zona Badan

Pe
d




]
—
N
[\~

'

ZONA/SUB-ZONA = — - a o=
= — —_
iz .o 3 (55 == S 42> 83
Sm| g gd— 8- g5d SE 8Eg | &3
8% S5 E § S5 &5
5 N ., AT I
N 8 A Q™5 38 g | A3 | 87
£ %
= o 2
| g
? ®
4 X
T4,
Bl
557 | Reasuransi dan Penjaminan Ulang X X X X X X X X X X X 1 X X X
558 | Dana Pensiun X X X X X X X X X X X 1 I X X
Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan,
559 | Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
Pensiun
560 Aktivitas Penurpang Asuransi, Penjaminan X X X X X X X X X X X X X X I [ I X X X
dan Dana Pensiun
561 | Aktivitas Manajemen Dana X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
Aktivitas Penyelenggaraan Sistem L
Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang ..[.’3 T2, | T2,
Rupiah pada Automated Teller Machine T3, | T3,
62 | (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Cash % Sf 21 F B IRIS ]S A ! 1 PN L A I R X X
Recycling Machine (CRM) dan/atau Mesin Bl B1
Transaksi Uang Rupiah Tunai Lain B1
N REAL ESTAT
563 Rgal Estat yang Dimiliki Sendiri atau X X X X X X X X X I I I X X X I I I X X X
Disewa
T2, | T2,
564 | Kawasan Pariwisata X X X X X X | T3, | T3, X X X X X X X X X X X X X
Bl Bl
565 | Kawasan Industri X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X
566 Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) X X X X x X X X X I I I X X X I I I X X X
atau Kontrak
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0 AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
T2, | T2,
v 5 T3, | T3,
567 | Aktivitas Hukum X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I I X X %
Bl Bl
T2; T2,
Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan T3, | T3,
568 | pemeriksa; Konsultasi Pajak X RS RN R 5 X lpg, |mg | % X% ¢ ! B &g = X
Bl Bl
T2 T2,
.. T3, | T3,
569 | Aktivitas Kantor Pusat X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
T2, | T2,
- . - T3, | T8,
570 | Aktivitas Konsultasi Pariwisata X X X X X X X X 1 X T4 T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
T2, T2,
571 | Aktivitas Konsultasi Transportasi X X X X X X X X I X ¥2’ $3’ X X X I I I X X X
Bl Bl
T2, T2.
£ T3, T3,
572 | Aktivitas Kehumasan X X X X X X X X X X T4 T4 X X X [ | I X X X
Bl Bl
573 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri X X X X X X X X I X T2, T2; X X X I I 1 X X X
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datan
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Zona
Perkantoran
(KT)
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Peruntukan
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Zona Badan
Jalan (BJ)

Badan Jalan

No
% | o
T3, | T3,
T4, | T4,
Bl Bl
T2, | T2,
574 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya X X X X X X X X I X $2: $2: X X X I I I X X X
Bl Bl
T2, | T2,
575 Aktivitas Arsitek.tur dan Keinsinyuran serta X X X X X X X X x X T3, T3, X X X I I I X X X
Konsultasi Teknis T4, T4,
B1 Bl
576 | Jasa Sertifikasi X X X X X X X X X X X X X X X I 1 I I X X
577 | Jasa Pengujian Laboratorium X X X X X X X X X X X X X X X I 1 | I X X
578 | Jasa Inspeksi Periodik X X X X X X X X X X X X X X X | 1 | I X X
579 | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi X X X X X X X X X X X X X X X 1 I | I X X
580 | Jasa Kalibrasi/Metrologi X X X X X X X X X X X X X X X | 1 | 1 X X
Jasa Commissioning Proses Industrial,
581 | Quality Assurance (QA), Dan Quality X X X X X X X X X X X X X X X I I I I X X
Control (QC)
582 | Jasa Klasifikasi kapal X X X X X X X X X X X X X X X I I I 1 X X
Aktivitas Pengujian Dan Atau Kalibrasi Alat
583 | Kesehatan Dan Inspeksi Sarana Prasarana X X X X X X X X X X X X X X X I I I I X X
Kesehatan
584 | Analisis dan Uji Teknis lainnya X X X X X X X X X X X X X X X I I 1 | X X
Penelitian dan Pengembangan Ilmu
585 Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan I i & A ! 4 ) ! X X & * x X - X & X K X X
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KEGIATAN
Rekayasa
586 Penelitian dan Pe_ngembangan Ilrlnu I 1 X X I X X X X X X X X X X X X X X X X
Pengetahuan Sosial dan Humaniora
587 | Periklanan X X X X X X X I | I I 1 | 1 | | I I 1 X Tl
T2, T2,
Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat T3, T3,
588 Masyarakat X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
T2, T2,
i i . T3, T3,
589 | Aktivitas Desain Khusus X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I I X B, 4 X
Bl Bl
T2, T2,
5 T3, | T3,
590 | Aktivitas Fotografi X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
T2, T2,
. . . . T3, T3,
591 | Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I I I X X
Bl Bl
T2, T2,
592 Ak_tlwtas Profesional, I[lmiah dan Teknis X X X X X X X X X X T3, T3, X X X I I I I X X
Lainnya T4, | T4,
B1 Bl
. T2, T2,
593 | Aktivitas Kesehatan Hewan X X X X X X X X X X T3 T3 | I X I I I X X X




-126 -

ZONA/SUB-ZONA 14 - 4 53 }
1 & g g8 33

" @ 285 |25 s | 52

= | NG

§2E 58 5| 53| &S

No

T4, T4,
Bl

P AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA

T2 T2, T2,

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna T3, T3 T3
594 | Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk X X X X X X X X I T4, T4' T4, X X X I I I I X b4
dan Sejenisnya B1 B1 Bl
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna ’,}.‘g’ $§’ ;g’
595 | Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan X X X X X X X X I T 4’ T 4' T 4' X X X I I I I X X
Rumah Tangga B1 B1 B1
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna $§ $§ $§ TS TS TS5 TS
596 | Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan X X X X X X X X I ! ' ' X X X ! g : : X X
dan Barang Berwujud Lainnya T4, 4 e = 55 26 B6
J Bl | Bl | Bl
T2, T2, T2,
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset T3, T3, T3,
597 Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta X * i X = X X X X T4, T4, T4, X X X I I I I X X

Bl Bl Bl

T2, T2, T2,

598 | Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja X X X X X X X X X ?3 E L:: X X X I I I I X X

Bl Bl Bl

.. . ; T2, T2, T2
599 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu X X X X X X X X X T3, T3, T3, X X X I I I I X X
Tertentu

T4, | T4, T4,
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Bl B1 Bl
{24 T2, T2,
Penyediaan Sumber Daya Manusia dan X X X X T3, T3, T3, X X X I I I I X X
600 Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia 5 A 2 % X T4, T4, T4,
B1 Bl Bl
T2, TZ,
; ; T3, T3,
601 | Pelatihan Kerja X X X X X X X X [ X T4 T4 X X X I I | I X X
Bl Bl
T2, T:
i : T3, T3,
602 | Aktivitas Agen Perjalanan X X X X X e X X X X Ta Ta X X X TS TS5 T5 1 X X
Bl Bl
T2, T2,
- ; - T3; T3,
603 | Aktivitas Biro Perjalanan X X X X X X X X X X T4 T4 X X X [ I I I X X
Bl Bl
T2, T2,
604 Jalsa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik X X X X X X X X X X T3, E3; X X X I I I I X X
Wisata T4, 'IB"’rl,
Bl
T2, T2,
. . T3, T3,
605 | Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata X X X X X X X X X X Ta T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
606 | Jasa Reservasi Lainnya X X X X X X X X X X T2, T2, X X X [ | I X X X
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T3, T3,
T4, T4,
Bl Bl
T2, T2,
o T3, T3:
607 | Aktivitas Keamanan Swasta X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I 1 X X X
Bl Bl
T2, 12,
o % . T3, T3;
608 | Aktivitas Jasa Sistem Keamanan X X X X X X X X I X T4 T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
T2; T2;
. _— T3, T3,
609 | Aktivitas Penyelidikan X X X X X X X X X X T4 T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
T2, T2,
Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa T3; T3,
610 | penunjang Fasilitas & Bl &£ 1A R Kg K ! X \lmq |4 | X] % | % : I L | X] X X
Bl Bl
T2, T2,
. . T3, T3,
611 | Aktivitas Kebersihan X X X X X X X X I X T4 T4 X X X I I I X X X
Bl Bl
Aktivitas Jasa Perawatan dan
612 PeinElilaiaae TamEn | I I I I 1 I I I I I I I I I I I I X I I
613 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa X X X X X X X X X X T2, T2 X X X I I I X X X
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KEGIATAN (4 [+
Administrasi Kantor T3, T3,
T4, T4,
Bl Bl
T2
Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen T2. T3 %’ ¥§’ Ej” T3 $§’ $§’ $§’
614 Eagr;:l;uwtas Khusus Penunjang Kantor X X X X X X X X T4. Bl | T4 T4, T4, '1"4 T4 | T4 I I I T4: X X
mny Bl | Bl | Bl Bl | Bl Bl
Bl
615 | Aktivitas Call Centre X X X X X X X X X X X X X X X I 1 1 I X X
Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan g
616 | Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa X T1 T1 X X X X X X X X X X X X I | I T4‘ X X
Penyelenggara Event Khusus Bl'
T2,
617 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha X X X X X X X X X X X X X X X I I I g‘i X X
Bl
Q ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
618 | Kegiatan Administrasi Pemerintahan X X X X X X X X X X I | I [ I I I I I X X
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang T2, T2,
Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan T3, T3,
613 Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan X 4 X X X X X X X X T4, T4, i i ! ; i X L A X
Sosial Bl Bl
620 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk X X X X X X X X X X X X X X X I I I I X X
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Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis
621 | Hubungan Luar Negeri X X X X X X X X X X X X X X X I I I I X X
622 | Pertahanan dan Keamanan X X X X X X | 1 I I I I I I I 1 I I I X X
623 | Kepolisian X X X X X X I 1 I | 1 I I I 1 1 1 1 1 X X
624 | Pertahanan Sipil X X X X X X X X X I I I I I 1 1 I 1 I X X
T2, T2,
625 | Lembaga Peradilan X x| x| x| x |x]| x| x X X [ |0 | x| 1 1o X X
Bl Bl
T2; T2,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana T3, | T3,
626 dan Pemadan Kebakaran X X X X X X X X X X T4, T4, ! 1 X { : 1 ! 5 A
Bl Bl
T2, T2,
627 | Jaminan Sosial Wajib X X X X X X X X X X $2’ ;2' I I X I I I I X X
Bl Bl
R PENDIDIKAN
12, T2, T2,
628 | Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar X X X X X X X X X ;2’ $2' ¥2’ I I I X X I X X X
Bl Bl Bl
T2, T2,
629 | Pendidikan Menengah X x| x| x| x | x| x| x X X [ | (T] T 1 8] = I 1| x| x X
Bl Bl
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T2,
. - T3, I X |1 X
630 | Pendidikan Tinggi X X X X X X X X T4, X
Bl
T2l
. . T3, I X |1 X
631 | Pendidikan Lainnya X X X X | X X X T4, X
Bl
T2; T2;
: T3, I X T3, X
632 | Kegiatan Penunjang Pendidikan 6 b 4 X | X | X X X X | 14 X T4,
Bl Bl
S AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
633 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah X X X X | X X X I I I I I X
T2, T, 12,
T3, T3, T3,
634 | Aktivitas Puskesmas X X X X X X X X I T4, T4, T4, I I I I I I I X X
Bl Bl Bl
T4,
635 | Aktivitas Rumah Sakit Swasta X X X X X X X X I X X B2 I X X I I X X X X
T2 T2, T2,
T3, T3, T3,
636 | Aktivitas Klinik Pemerintah X X X X X X X X I T4, T4, T4, I I I I I 1 I X X
Bl Bl Bl
— o T2, T2: X I 1 1 X X X
637 | Aktivitas Klinik Swasta X X X X X X X X I X T3 T3, [ X
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T4, | T4,
Bl | Bl
T2,
638 | Aktivitas Rumah Sakit Lainnya X x| x| x | x| x| x| x 1 X | x ||| 1| I I X | x| x X
Bl
T2, | 12, | T2,
. , 13, | 13, | T3,
639 | Aktivitas Praktik Dokter X x| x| x| x|x|x] = X oy |oe || 2] 0 I I I 1 | x| x X
Bl | Bl | Bl
T2, | T2, | T2,
640 | Aktivitas Praktik Dokter Spesialis X x| x| x | x | x| x| x ¥ |22 | |ma | T 8 I 1 1 1| x| x b
Bl | Bl | Bl
T2, | T2, | T2,
641 | Aktivitas Praktik Dokter Gigi X x| x| x| x | x| x| x X lug |de | | T T | 1 I 1 1| x| x X
Bl | Bl | BI
T2, | T2,
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia T3, T3,
642 | [ X x| x| x| x |x| x| x X X |ga' |mg [ 2] 2 | % I I 1| x| X X
Bl | Bl
T2,
Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk T3,
643 Perawatan dan Pemulihan Kesehatan A X X X & X X X A X B T4, ! : I ! . ! - X &
Bl
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KEGIATAN

Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk
644 | Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental X X X X X X X X X X X X I I I I I I X X X
dan Penyalahgunaan Obat Terlarang
T21
Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk T3
’ I [ I X X X
043 Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas % A % ® ® = % X X i = T4, : : i
Bl
646 | Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya X X X X X X X X X X X X I 1 1 I I I X X X
T2,
Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk T3,
. . FaRps I I I I I X X X
o4 Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas X X A _ “* A X X X X X T4, l
Bl
T2,
648 | Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi lainnya X x| x| x | x | x| x| x X X | x g ¢ h o I 1 I 1| x| x X
Bl
T KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
649 Aknvx‘te}s Hiburan, Kesenian, dan X T2 | T2 X X X X X X X X X X X x I I I X X X
Kreativitas
T2;
650 | Perpustakaan dan Arsip X x| x| x | x | x| x| x X X | X [ lx| x| x| 1 1|1 X X
Bl
M dan Operasional B d L
651 luseum dan Operasional Bangunan dan X X X X X X X X X X X T3, % X X 1 I 1 I X X
Situs Bersejarah T4
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Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan

Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami
Olahraga

(Ex-Situ)
Aktivitas Taman Bertema atau Taman

Taman Wisata Alam

Suaka Margasatwa

Aktivitas Kawasan Alam Lainnya
Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan
Pengelolaan Fasilitas Olahraga
Aktivitas Klub Olahraga

Hiburan

Taman Nasional
Taman Hutan Raya
Taman Laut
Kawasan Buru
Hutan Lindung

No

5

652
653
654
65

656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
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4 4
666 | Daya Tarik Wisata Alam X I I X
667 |go- . LonkWisaia Bustan/Binsax 9 |Telx | x |x|{r|x]=x X x | x| x| x| x| x| 1 I 1 | x| x X
anusia
T2,
668 | Wisata Tirta x |m| x| x| x|1]x]|x X x|l lxlx]lx]| 1 1 x | x| x X
Bl
Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya
669 | (klub malam, karaoke, usaha permainan X 4 X x X X X X X X X X X X X I I I X X X
arena, diskotek)
U AKTIVITAS JASA LAINNYA
670 | Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha X X X X X X X X X X X X X X X I I I X X X
671 | Aktivitas Organisasi Profesi X X X X X X X X X X X T3 X X X [ 1 I X X X
672 | Aktivitas Organisasi Buruh X X X X X X1 X X X X X X X X X I I I X X X
673 | Aktivitas Organisasi Keagamaan X X X X X X X X X I I 1 I I I I I I X X X
674 | Aktivitas Organisasi Politik X X X X X X X X X X X X X X X I 1 | X X X
675 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya X X X X X X X X X X X T3 X X X I I | X X X
676 | Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi X x| x| 2 [x|x|x|®x|mwm|Fl bl prl®| x| 2] 02 1 1| x| x X
Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan TS, | TS, | TS,
677 Perlengkapan Rumah Tangga X % = = X = 2 il 19,84 Bl Bl Bl = x % ! ] 1 X B X
Aktivitas Pangkas Rambut dan Salon T3, T2, T2,
678 e —— X X X X X X X X X TS T3 T3 X X X I I I X X X
679 | Aktivitas Kebugaran X X X X X X X X X X ?[.‘23 TFQS I I I X
680 | Aktivitas Penatu X X X X X X X X X TS T2, T2, X X X I I I X X X
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T3 T3
681 | Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan X X X I X X I 1 X T3 T3 T3 X X X I I 1 X X X
682 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya X X X X X X | X X X X T']“QS’ TT%’ X X X I I I X X X
v AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
SENDIRI
683 | Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi X x| x| x | x |x| x| x X 1 I 1 | x| x | x I 1 1| x X X
Kerja dari Personil Domestik
Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh
684 | Rumah Tangga yang Digunakan untuk X X X X X X X X X I I I X X X I I I X X X
Memenuhi Kebutuhan Sendiri
Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh
685 | Rumah Tangga yang Digunakan untuk X X X X X X X X X I I I X X X I I I X X X
Memenuhi Kebutuhan Sendiri
W AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA
686 Aktivitas Badanvlnterna'smnal dan Badan X X X X X X X X X X X I X X X I I I I X X
Ekstra Internasional Lainnya
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Diizinkan I Kegiatan diperbolehkan merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah direncanakan
T1 Pembatasan jam operasional hanya pukul 17.00 - 22.00
T2 Pembatasan luas kegiatan di dalam kavling/persil paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari luas bangunan
T3 Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis, berdasarkan jarak dan skala pelayanan
1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh
T4 persen), KLB paling tinggi 1 (satu), dan KDH paling rendah 20% (dua puluh persen)
2. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan SPU dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling
tinggi 2,4 (dua koma empat) dan KDH paling rendah 20% (dua puluh persen)
Terbatas T5 Pembatasan pembatasan kegiatan untuk jenis indistri kecil dan mikro
T6 Pembatasan kegiatan hanya untuk Rumah Susun
T7 Pembatasan kegiatan hanya untuk Rumah Susun Khusus dan Rumah Susun Negara
T8 Pembatasan kegiatan hanya untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
T9 Pembatasan kegiatan hanya untuk rumah tunggal
T10 | Pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal skala pelayanan lingkungan
T11l | Pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal skala pelayanan SWP/Kecamatan
T12 | Pembatasan kegiatan hanya pada bahu jalan
Bl Penyediaan prasarana dan sarana umum sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, taman/RTH, memperlebar pedestrian)
Mengikuti ketentuan pelaksanaan Batching Plant sebagai berikut:
1. berada pada Jalan arteri primer;
2. lokasi tidak berdekatan dengan pemukiman warga dengan radius 100 meter;
3. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara dengan menyediakan pagar pembatas atau pohon pelindung di sekeliling area
Batching Plant, dan menggunakan system tertutup;
Bersyarat B2 4. melakukan pengendalian tingkat kebisingan;
5. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan dengan menyediakan IPAL dan membatasi penggunaan air tanah;
6. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS untuk limbah domestik;
7. melakukan pengendalian limbah B3; dan
8. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas dengan menyediakan area bongkar muat dan memasang rambu lalu lintas pada
area sekitar Batching Plant.
B3 Wajib memiliki akses jalan dengan lebar minimal 7 meter
Tidak Diizinkan X Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak

yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR
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LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI
NUSANTARA KORIDOR MARIDAN - RIKO - SEPAN -
SOTEK

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15% (lima belas persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3 (nol koma tiga)
[ koefisien dasar hijau (KDH) minimum 70% (tujuh puluh persen)
d. luas kaveling minimum #
€: koefisien tapak basement (KTB) maksimum 0 (nol)
II Ketentuan Tata Bangunan
a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. | jarak bebas antar bangunan minimum -
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas untuk perlindungan badan air (sungai, pantai, danau, waduk, embung, dan sejenisnya);

- jalur untuk pemantauan badan air (sungai, pantai, danau, waduk, embung, dan sejenisnya);

- rambu-rambu keselamatan;

- prasarana mitigasi bencana sesuai kebutuhan; dan

- prasarana dan sarana lain untuk perlindungan badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




-139 -
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5% (lima persen)

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,15 (nol koma satu lima)

koefisien dasar hijau (KDH) minimum 95% (sembilan puluh lima persen)

luas kaveling minimum =

o |a0|o|® |-

koefisien tapak basement (KTB) maksimum 5% (lima persen)

Ketentuan Tata Bangunan

L

garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y, (satu per dua) lebar ruang milik jalan

o

jarak bebas antar bangunan minimum -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas penerangan jalan umum;
- tempat sampabh;

- toilet umum;

- furnitur taman;

- jalur untuk pejalan kaki;

- prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20% (dua puluh persen)

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)

koefisien dasar hijau (KDH) minimum 70% (tujuh puluh persen)

luas kaveling minimum =

koefisien tapak basement (KTB) maksimum 10% (sepuluh persen)

=R T

Ketentuan Tata Bangunan

P

garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y (satu per dua) lebar ruang milik jalan

o

jarak bebas antar bangunan minimum —
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Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

c. |jarak bebas samping (JBS) minimum -

d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas penerangan jalan umum;

tempat sampah,;

jalur untuk pejalan kaki;

furniture taman;

prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

&, koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6 (nol koma enam)

&, koefisien dasar hijau (KDH) minimum 70% (tujuh puluh persen)
d. luas kaveling minimum -

&, koefisien tapak basement (KTB) maksimum 10% (sepuluh persen)

II Ketentuan Tata Bangunan

a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum % (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b jarak bebas antar bangunan minimum -

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas parkir untuk pengunjung;

- fasilitas parkir untuk kendaraan jenasah;

- fasilitas penerangan jalan umum;

- tempat sampah; dan

- prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 15% (lima belas persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,45 (nol koma empat lima)
. koefisien dasar hijau (KDH) minimum 75% (tujuh puluh lima persen)
d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 0% (nol persen)
II Ketentuan Tata Bangunan
a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. | jarak bebas antar bangunan minimum -
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- rambu-rambu petunjuk;

- prasarana lain sesuai kegiatan yang dikembangkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
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Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
o8 koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum .
d, koefisien dasar hijau (KDH) minimum -
e. luas kaveling minimum #
f. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
b. | jarak bebas antar bangunan minimum =
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum i
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- prasarana dan sarana untuk perlindungan fungsi badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen)
T koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6 (nol koma enam)
C: koefisien dasar hijau (KDH) minimum 70% (tujuh puluh persen)
d. luas kaveling minimum =
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 10% (sepuluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan
a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b jarak bebas antar bangunan minimum =
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum -
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Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
II | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- penyediaan air untuk kebutuhan pertanian; dan
- prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3 (nol koma tiga)
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimum 80% (delapan puluh persen)
d. luas kaveling minimum -
. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 10% (sepuluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan
a. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. | jarak bebas antar bangunan minimum -
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum :
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas perkebunan sesuai kebutuhan;

- fasilitas pengolahan limbah;

- Jjaringan jalan untuk kendaraan barang; dan

- prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode IK

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode IK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat)

o koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen)
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 30% (tiga puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan

a. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. | jarak bebas antar bangunan minimum O (nol)

c. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- tempat parkir pegawai sesuai kebutuhan;
- tempat parkir kendaraan barang;

- fasilitas bongkar muat barang di dalam kaveling dengan dilengkapi fasilitas untuk manuver kendaraan;

- jaringan listrik;

- prasarana air bersih;

- infrastruktur pengolahan air limbah,;

- tempat penampungan sampah sementara;
- toilet;

- mushola;

- hidran/fasilitas pemadam kebakaran;

- titik kumpul dan jalur evakuasi bencana; dan

- prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
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Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8 (dua koma delapan)
6. koefisien dasar hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen)
d. luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 40% (empat puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3 (tiga) meter
b. |jarak bebas antar bangunan minimum Untuk rumah susun berlaku ketentuan jarak bebas bangunan
minimul sebagai berikut:
e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.
e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5
(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- Jjaringan listrik;
- fasilitas air minum;
- fasilitas air limbah;
- tampat parkir kendaraan; dan
- tempat sampah.
IV | Ketentuan Prasarana Lain
- Pembangunan dan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% (enam puluh persen)
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat)
o koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen)
d. luas kaveling minimum 150 (seratus lima puluh) meter persegi
e, koefisien tapak basement (KTB) maksimum 30% (tiga puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan
a. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 4 (empat) meter
b. |jarak bebas antar bangunan minimum Untuk rumah susun berlaku ketentuan jarak bebas bangunan
minimum sebagai berikut:
e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.
e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5
(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- Jjaringan listrik;
- fasilitas air minum;
- fasilitas air limbah;
- tampat parkir kendaraan; dan
- tempat sampah.
IV | Ketentuan Prasarana Lain

- Pembangunan dan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.




-147 -

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat)
o koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen)
d. luas kaveling minimum 200 (dua ratus) meter persegi
¢ koefisien tapak basement (KTB) maksimum 30% (tiga puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum S (lima) meter
b. | jarak bebas antar bangunan minimum Untuk rumah susun berlaku ketentuan jarak bebas bangunan
minimum sebagai berikut:
e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.
e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5
(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -
111 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- jaringan listrik;
- fasilitas air minum;
- fasilitas air limbah;
- tampat parkir kendaraan; dan
- tempat sampah.
IV | Ketentuan Prasarana Lain

- Pembangunan dan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.




-148 -

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 6,0 (enam koma nol)
C: koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen)
d. luas kaveling minimum -
e, koefisien tapak basement (KTB) maksimum 40% (empat puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. | jarak bebas antar bangunan minimum e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.
e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5
(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c. |jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- fasilitas parkir;
- jaringan listrik;
- fasilitas air minum;
- toilet;
- mushola;
- tempat penampungan sampah sementara;
- fasilitas pemadam kebakaran;
- lapangan olah raga atau ruang terbuka;
- jalur khusus untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
- titik kumpul dan jalur evakuasi bencana,;
- prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% (tujuh puluh persen)
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

2,8 (dua koma delapan)

koefisien dasar hijau (KDH) minimum

20% (dua puluh persen)

luas kaveling minimum

o R0 T

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

35% (tiga puluh lima persen)

Ketentuan Tata Bangunan

P

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan

jarak bebas antar bangunan minimum

jarak bebas samping (JBS) minimum

jarak bebas belakang (JBB) minimum

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas parkir;

- jaringan listrik;

- fasilitas air minum;

- toilet;

- mushola;

- tempat sampabh;

- fasilitas pemadam kebakaran

- lapangan olah raga atau ruang terbuka;

- prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

70% (tujuh puluh persen)

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

2,8 (dua koma delapan)

koefisien dasar hijau (KDH) minimum

20% (dua puluh persen)

luas kaveling minimum

o |ao|o|p |m

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

35% (tiga puluh lima persen)

Ketentuan Tata Bangunan

¢

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan

o

jarak bebas antar bangunan minimum
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

jarak bebas samping (JBS) minimum

d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas parkir;

- jaringan listrik;

- fasilitas air minum;

- toilet;

- mushola,;

- tempat sampah;

- fasilitas pemadam kebakaran;

- lapangan olah raga atau ruang terbuka;

- prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% (tujuh puluh persen)
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 7,0 (tujuh koma nol)
53 koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen)
d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50% (lima puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan
a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b jarak bebas antar bangunan minimum e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.
e sctiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5
(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai

4. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

111

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

- fasilitas parkir untuk pengunjung (jika tidak memungkinkan membangun fasilitas parkir di setiap kaveling,
dapat dibangun kawasan parkir bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
- area bongkar muat barang dengan syarat harus memiliki area berputar yang memadai untuk manuver

kendaraan barang;

- jalur khusus bongkar muat barang untuk pusat perbelanjaan dan memenuhi kebutuhan manuver kendaraan

baranag;

- jalur khusus pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
- pada pusat perdagangan harus disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima di dalam kapling;
- lebar jalan kendaraan di dalam kaveling harus dapat dilalui kendaraan darurat seperti pemadam kebakaaran

dan ambulan;
- jaringan listrik;
- fasilitas air minum;
- toilet umum,
- mushola

- tempat penampungan sampah sementara;

- fasilitas pemadam kebakaran;
- titik kumpul dan jalur evakuasi bencana;

- prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% (tujuh puluh persen)

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 3,5 (tiga koma lima)

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen)

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 35% (tiga puluh lima persen)

II Ketentuan Tata Bangunan

a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y% (satu per dua) lebar ruang milik jalan

b. jarak bebas antar bangunan minimum e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.

e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5

(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai

¢. jarak bebas samping (JBS) minimum -
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

d. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
111 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- fasilitas parkir untuk pengunjung (jika tidak memungkinkan membangun fasilitas parkir di setiap kaveling,
dapat dibanagun kawasan parkir bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
- area bongkar muat barang;
- Jjaringan listrik;
- fasilitas air minum,;
- toilet umum,;
- tempat penampungan sampah sementara;
- fasilitas pemadam kebakaran
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 80% (delapan puluh persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 3,2 (tiga koma dua)
g koefisien dasar hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen)
d. luas kaveling minimum -
E. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 40% (empat puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan
a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. jarak bebas antar bangunan minimum -
. jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- fasilitas parkir untuk pengunjung (jika tidak memungkinkan membangun fasilitas parkir di setiap kaveling,
dapat dibanagun kawasan parkir bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);

- Jjaringan listrik;

- fasilitas air minum;

- toilet umum

- tempat sampah

- fasilitas pemadam kebakaran
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Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% (enam puluh persen)

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 6,0 (enam koma nol)

&. koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen)

d. luas kaveling minimum -

€. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 40% (empat puluh persen)

II Ketentuan Tata Bangunan

a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan

b. jarak bebas antar bangunan minimum e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.

e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5

(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai

. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- tempat parkir untuk pengunjung dan pegawai;

- jaringan listrik;

- jaringan air minum;

- toilet umum;

- tempat penampungan sampah sementara,;
- mushola;

- hidran;

- titik kumpul dan jalur evakuasi bencana; dan
- ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.




-154 -
Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode IPAL

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 50% (lima puluh persen)

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | -

koefisien dasar hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen)

luas kaveling minimum -

olalo|o|e |-

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

Ketentuan Tata Bangunan

o

garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan

jarak bebas antar bangunan minimum -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

IIT

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- tempat parkir untuk pegawai;

- toilet;

- jaringan listrik;

- bangunan penunjang instalasi pengolahan; dan
- tempat sampabh;

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 40% (empat puluh persen)

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 4,0 (empat koma nol)

koefisien dasar hijau (KDH) minimum 10% (sepuluh persen)

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum 40% (empat puluh persen)

=0 (0| o0 |~

Ketentuan Tata Bangunan
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Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y2 (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. jarak bebas antar bangunan minimum e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
lantai di bawahnya.
e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5
(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
() jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
- fasilitas parkir kendaraan penumpang;
- fasilitas parkir kendaraan umum,;
- ruang tunggu bagi penumpang;
- jaringan air minum,
- tempat penampungan sampah sementara;
- toilet umum;
- pos kesehatan;
- pos keamanan,;
- mushola;
- jalur khusus pejalan kaki; dan
- prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% (tujuh puluh persen)
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 7,0 (tujuh koma nol)
C: koefisien dasar hijau (KDH) minimum 15% (lima belas persen)
d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum Y (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b. jarak bebas antar bangunan minimum e 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas
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Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

lantai di bawahnya.

e setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5
(nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai

[ jarak bebas samping (JBS) minimum -
d. |jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- jaringan listrik;

- penyediaan fasilitas air minum,;

- toilet;

- tempat sampabh;

- fasilitas parkir;

- ruang terbuka;

prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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